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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT POLICY PROCESS OF
GOODS/SERVICES PROCESSING IN CENTRAL KALIMANTAN
PROVINCE GOVERNMENT
Myrtaferae Kananga
myrtaferae@gmail.com

Post Graduate School Program
Universitas Terbuka

This study aims: (1) to analyze the implementation of e-Procurement
policies in the procurement process of the Central Kalimantan Provincial
Government, and (2) to analyze the factors that support and encourage the
implementation of e-Procurement in the process of procurement of goods / services
in the Provincial Government Central Kalimantan.The informant retrieval
technique uses non probability sampling. While data analysis techniques use
qualitative analysis techniques with condensation of data, display data and
reduction of conclusions. The results of this study indicate that the implementation
of e-procurement policies for the procurement of goods / services at the Central
Kalimantan Provincial Government Office based on the implementation theory of
Edward 111 has been carried out by the Central Kalimantan Procurement Service
Unit (ULP) but is still constrained by: (1) lack of information new procurement of
goods / services received by SOPD. and providers / partners, (2) non-permanent
Pokja personnel, (3) lack of supporting facilities for Pokja, (4) lack of rewards for
Pokja, (5) limited funds to support implementation needs procurement of goods
and services; (6) non-functioning control cards in the application of work package
distribution; (7) absence of definite legal protection for the existence of working
groups; (8) intervention and threats (criminalization) for decisions taken by the
Working Group to procure goods and services which are inhibiting factors.
Although it has been supported by factors: (1) the regulation of procurement of
goods / services is very clear along with its operational and technical guidelines,
(2) the SPSE and SIAP BAJASA applications are very ecasy to operate. (3)
protessional procurement of goods / services, and (4) there is support from the
leadership (Head of ULP / Head of Goods / Services Procurement Bureau.
Assistant 11, and other decision-making officials).

Keywords: Implementation, e-procurement, procurement of goods/services
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-PROCUREMENT DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Myrtaferae Kananga
myrtaferae@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisis implementasi kebijakan
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, dan (2) untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat implementasi kebijakan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/ jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan
informan menggunakan non probability sampling. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan teknis analisis kualitatif dengan kondensasi data, display data dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan e-procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berdasarkan teori implementasi Edward III sudah dijalankan
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Provinsi Kalimantan Tengah namun
masih terkendala dengan: (1) kurangnya informasi penerapan aturan yang baru
dalam pengadaan barang/jasa yang diterima oleh SOPD, dan penyedia/rekanan, (2)
personalia Pokja tidak permanen, (3) kurangnya fasilitas pendukung untuk Pokja,
(4) minimnya reward untuk Pokja, (5) terbatasnya dana dalam mendukung
kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, (6) tidak berfungsinya kartu
kendali dalam penerapan pembagian paket pekerjaan, (7) tidak adanya
perlindungan hukum yang pasti terhadap keberadaan pokja, (8) adanya intervensi
dan ancaman (kriminalisasi) atas keputusan yang diambil oleh Pokja pengadaan
barang dan jasa yang merupakan faktor penghambat. Meskipun sudah didukung
oleh faktor: (1) regulasi pengadaan barang/jasa sangat jelas beserta juklak dan
juknisnya, (2) aplikasi SPSE dan SIAP BAJASA sangat mudah dioperasikan. (3)
sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional. dan (4) adanya
dukungan dari pimpinan (Kepala ULP/Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa,
Assisten II, dan pejabat pengambil keputusan lainnya).

Kata Kunci: Implementasi, e-Procurement, pengadaan barang/jasa
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitan

1. Profil Biro Pengadaan Darang/Jasa Sekretariat Daerzh Provinsi

Kalimantan Tengah

Kebutuhan  akan adanya  Biro  Pengadaan  Barang/Jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2610 beserta aturan perubahan lainnya yaitu Bab
I, Pasal 1, ayat (8) yaitu menyatakan bahwa ULP adalah unit organisasi yang
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang bersifat permanen serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014.

Dalam rangka menjalankan amanah peraturan perundangan tersebut,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Biro Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Peraturan Daeran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014
ientang Organisasi dan Tate Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Layanan
Pengadaan Barang/Jasz, efektif melaksanakan tugasnya sejak pelantikan
pejabat pada Birc LPBJ tanggal 23 Januari 2015. Kemudian melalui
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan tata Kerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, nama Biro Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah berubah menjadi
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kaiimantan Tengah.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan
memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan
APBD/APBN/Hibah/Dana Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan, regulasi, norma, standart dan prosedur dalam
bldang pengadaan barang dan jasa;

b. Perumusan bahan strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan
sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi, profesi di
bidang pengelolaan barang dan jasa pemerintah;

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis advokasi, pendapat atau
rekomendasi dan tindzkan koreksi, bantuan, nasehat terkait dengan
pengadaan barang dan jasa pemerintah;

Perumusan kebijakan sistem  pemantauan, penilaian dan  evaluasi

£a

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;

e. Pelaksanaan fasilftasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

f. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas tata usaha, perencanaan,
informasi, pengaduan, monitoring dan evaluasi, pelapolan hasil proses
pengadaan barang dan jasa;

g. Penyelenggaraan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
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2. Visi dan Misi

1) Visi
Visi Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2021 adalah “Menjadikan Biro Pengadaan barang/ Jasa
sebagai Center of Excelieni (Pusat Unggulan) daiam rangka mendukung
tercapainya Kalteng BERKAH”.

2) Misi
Untuk pelaksanaan lebih ianjut dari visi yang ada tersebui, Biro
Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya
untuk menetapkan Misi-nya yaite “Peningkatan Kualitas Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip

Pengadaan”.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa

Susunan Organisast Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretaniat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor : 27 Talun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kaiimantan

Tengah, pasal 105 disebutkar bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa terdiri:
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a) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
mempunyai tugas peiaksanaan rumah tangga biro, pengukuran kinerja,
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup Biro
Pengadaan Barang/jasa. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia, terdiri atas:

1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyal tugas peiayanan
administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro,
administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan,
tataiaksana, anaiisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan,
penyediaan bahan rencana dan program kerja serta
pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.

2) Sub Bagian Perencanaan;
Sub Ragian Perencanaan mempunyai tugas pelaksanaan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran di lingkup Biro
Pengadaan Barang/jasa.

3) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Marnusia.
Sub Ragian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
peiaksanaan  perencanaan, pelaksanaan danpengkoordinasian
kegiatan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia

Aparatur Pengelola Pengadaan Barang dan jasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44265

121

b) Bagian Pelaksana Barang/Jasa;

Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
peiaksanaan pengadaan barang/jasa, pengembangan sistem informasi dan
dokumentasi, dan monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa.
Pelaksanaan monitoring, evaluast dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jjasa, terdiri dari:

1) Sub Bagian Pelaksana Pengadaan;
Sub  Bagian  Pelaksana  Pengadaan mempunyai  tugas
memberikan fasiiitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan mempunyai tugas
melaksanakan monitoring dan e¢valuasi proses pengadaan
barang/jasa.
3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Dokumentasi.
Sub Bagian Sistem Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
memberikan informast dan dokumentasi terkait proses pelaksanaan
pelelangan yang akan dilaksanakan.
c) Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pembinzan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
melakukan advokasi pengadaan, pembinaan kelembagaan, dan
perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Bagian

Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
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1) Sub Bagian Advokasi pengadaan;
Sub  Bagian  Advokasi  Pengadaan  mempunyai  tugas
meiaksanakan pembinaan, sinkronisasi, integrasi dan
simplifikasi terhadap penerapan regulasi dan melaksanakan
pendampingan dan advokasi dalam rangka pemecahan masalah
pengadaan barang/jasa.

2) Sub Bagian Bina Kelembagaan Pengadaan;
Sub Bagian Bina Kelembagaan Pengadaan mempunvai tugas
melakukan koordinasi dan pembinaan kelembagaan pengadaan, dan
penyusunan road map tingkat kematangan organisasi pengadaan
barang/jasa.

3) Sub Bagian Strategi dan kebijakan Pengadaan.
Sub Bagian Strategi dan Kebijakan Pengadaan merpunyai tugas

penerapan regulasi, dan perumusan strategi  dan kebijakan teknis

pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Personalia
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pengadaan
Barang/ Jjasa di dukung personii sebanyak 45 (empat puiuh iima) orang yang
terdiri dari 35 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Berdasarkan
golongan/pangkat, pegawal Biro Pengadaan Barang/ Jasa dapat

dikeiompokkan sebagai berikut:
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Rekapitulasi PNS Biro Pengadaan Barang/JjasaSetda Provinsi

Kalimantan Tengah

Berdasarkan Golongan/Pangkat

Nomor Golongan/Pangkat Jumlah Prosentase (%)

1. Golongan [V/c 1 2,70

2. Golongan IV/b 1 2,70

3. Golongan IV/a 4 10,81

4. Golongan I11/d 7 18.92

5. Golongan Ill/c 12 32,43

6. Golongan III/b 9 24.32

7. Golongan III/a 2 5,41

8. Golongan 1l/c 1 2,70
Total 37 100,00

Sumber: LAKIP Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalteng,2017

Berdasarkan

tabel 4.1

terlihat

bahwa PNS Biro Pengadaan

Barang/Jasa mayoritas memiliki golongan/pangkat IIlI/c sebesar 32,43%.

.....

Barang/Jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Rekapituiasi PNS Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Kalimantan Tengah

Nomor | Pendidikan Jumiah Proséntase (%)
1. S3 2 5,41
2 S2 9 2432
3. S1 22 59,46
4. D3 1 2,70
5. SMA/Sederajat 3 8,11
Total 37 100,00
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Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa PNS Biro * Pengadaan
Barang/Jasa mayoritas berpendidikan S1 yaitu sebesar 59,46%. Sedangkan
PNS terendah berpendidikan SMA/Sederajat. Untuk itu periu adanya upaya
untuk meningkatkan kompetensi PNS melalui pendidikan di perguruan tinggi
sehingga bisa lebih memiliki daya saing.

Dalam peiaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa, Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah di dukung oleh 31 orang
Kelompok Kerja (Pokja). Saat ini Pokja yang status kepegawaiannya melekat
di Biro Pengadaan Barang/Jasa berjumiah 18 orang, sedangkan 13 orang
lainnya status kepegawaiannya masih di SOPD luar Biro Pengadaan Barang/
Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Pokja yang berasal dari SOPD di
iuar Biro Pengadaan Barang/ Jasa, berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat hampir 60 % kegiatan pengadaan
barang/ jasa adalah paket dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah. Sehingga daiam kegiatan pemiiithan penyedia benar-benar
dilaksanakan oleh Pokja yang mengerti hal-hal terkait terknis pekerjaan.

Tahun 2016 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah terpiiih sebagai salah satu ULP Percontohan Fase 2. ULP
Percontohan  merupakan program  Modernisasi  Pengadaan  vang
diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan DBarang dan Jasa
Pemerintah (LKPP). Program tersebut merupakan program Ilima tahun
(2013-2018) yang mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Amerika
Serikat melalui Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I). Program

yang ditujukan untuk reformasi sistem pengadaan barang/ jasa di i.ingkungan
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Kementrian/LLembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/Pemda/l) ini
meliputi pelatihan, pengembangan sistem informasi melalui e-katalog dan e-
procurement, pengembangan kelembagaan ULP, dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa.

Dengan terpilihnya ULP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai salah satu ULP Percontohan, fasilitas yang diberikan yaitu
Pendidikan dan Pelatihan bagi 13 Pokja yang terpilih mewakili, Kabag
Layanan dan Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan
Tengah/ Kepala ULP Pemerintah Kaiimantan Tengah seiama setahun di Kota
Bogor. Pendidikan dan Latihan dilaksanakan seminggu sekali setiap bulan
selama tahun 2017 dan berakhir dengan acara inagurasi (kelulusan)

5. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan / Sistem Aplikasi
Barang/ Jasa (SIAP BAJASA).

Merupakan aplikasi berbasis web untuk pengajuan verifikasi, serta
monitoring administrasi pengadaan barang/jasa pada Biro Pengadaan
Barang/jasa Setda Provinsi Kaiimantan Tengah yang disingkat SIAP
BAJASA. Aplikasi ini dipergunakan oleh-SOPD (pelanggan internal) dalam
pengajuan administrasi kelengkapan permchonan lelang.

- Eoah

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

?\

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara
sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri
mengoperasikan sister e-Procurement bernama Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP. LKPP mengembangkan
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- SPSE berbasis free license untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di
Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi hingga saat ini
seiuruh 1nstansi di pemerintah sudah menggunakan apiikasi ini.
(https//eproc.lkpp.go.id)

LPSE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses perumusan
kebijakan (policy jormuiation) dalam rangka mencapai tujuan kebijakan (policy
goal) dari suatu program yang telah ditetapkan. Implementasi Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baramg/ Jasa Pemerintah diharapkan dapat
memberikan peningkatan pada ikiim investasi, efisiensi belanja dan mempercepat
pelaksanaan APBN dan APBD. Selain itu, implementasi Peraturan Presiden
No. 34 Tahun 2010 juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepemilikan
pemerintah daerah terhadap proyek-proyek yang pembiayaannya diiakukan
dengan cara pembiayaan bersama (cofinancing) antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat.

Teori impiementasi yang digunakan dalam peneiitian ini adaiah teori
implementasi George C. Edwards III, yang mengemukakan bahwa impiementasi
merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (actions taken by
the government) untuk mencapal tujuan yang tielah ditetapkan dalam suatu
keputusan kebijakan (policy decision). Menurut pandangan Edwards III bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yang saling
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berhubungan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi,
sebagaimana pembahasanberikut ini:
i. Komunikasi
Komunikasi diperlukan agar setiap pembuat kebijakan (policy maker)
dan implementor program tetap konsisten dalam melaksanakan setiap proses
tahapan program yang teiah direncanakan dan diterapkan terhadap sasaran
yang ingin dicapai. Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi
kebijakan e-Procuremenr dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil wawancara berkaitan dengan variabel
komunikasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adaiah sebagai
berikut:
a. Transmisi (Penyalvran Komunikasi)
Berdasarkan hasii wawancara dengan Stepanus, selaku Peianggan
Internal (SOPD) sebagai Pejabat Pengadaan pada Badan Pengembangan dan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan
bahwa:

Metode komunikasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemeriniah Provinsi Kalimantan Tengah
adalah dengan menggunakan media teknologi informasi (Tl) yang
digunakan untuk sosialisasi ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD) yang biasanya dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam satu
tahun bertempat di aula BPSDM, hotel atau fasilitas milik pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah.
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Selain itu, menurut Vitalis, selaku Kelompok Kerja (Pokja) dari Biro
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa:

Metode transmisi yang dipakai dapar dibagi menjadi dua, secara
manual yaitu komunikasi langsung melalui rapat-rapat ataupun
pemanggilan secara langsung kepada pokja terkait pengadaan barang
dan jasa, serta melalui aplikasi penugasan, dalam hal ini aplikasi SIAP
BAJASA ycing dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan
SOPD  ketika akan melaksanaakan proses pelelangan. Dalam
penyaluran komunikasi Pokja selalu membantu memberikan informasi
baik bagi penyedia, masyarakat umum, instansi ataupun SOPD yang
memerlukan bantuan dengan datang ke Biro Pengadaan Barang/Jasa
terkait pengadaan barang/jasa. Untuk pelayanan informasi dilakukan
di Gedung ULP Biro PBJ Kalteng lantai 3 Komplek Kantor Gubernur
Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No. 01 Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) informan dari SOPD
Badan Pengembangan dan Sumber daya Manusia (BKSDM) Provinsi
Kalimantan Tengah maupun yang berasal dari Biro Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengah teriihat bahwa tansmisi (penyaluran
komunikasi) dilakukan secara manual dan menggunakan media teknologi
informatika (TI).

impiementasi kebijakan e-FProcurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintan Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa hanya dilaksanakan
oleh satu pihak saja, namun harus dilakukan bersama dengan implementor
yang lain yang saiing bekerjasama dan berkoordinasi, yakni Pokja, Biro
Pengadaan Barang/Jasa, Admin, dan Penyedia/Rekanan. Dalam rangka
menciptakan koordinasi yang baik, perlu adanya komunikasi yang baik dalam

memberikan informasi kepada pengguna iayanan. Hasii wawancara dengan
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Cokorda Kepala Sub Bagian Pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa:

Mertode komunikasi yang kami gunakan uniuk berkomunikasi dengan
SOPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selaku
pelanggan internal adalah melalui aplikasi SIAP BAJASA dan juga
terkadang melalui tatap muka. Sedangkan untuk komunikasi terhadap
hal-hal yang bersifat teknis atau ada regulasinya regulasi baru terkait
pengadaan barang/ jasa pemerintah kami melakukannya dengan
sosialisasi kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
melalui rapat kerja (Raker) dan rapat koordinasi (Rakor), sosialisasi,
yang diadakah 1 sampai 3 kali dalam satu tahun. Selain itu, guna
memudahkan pemahaman SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah terhadap e-Procurement pada saat sosialisasi
digunakan media berupa komputer/laptop, standing banner, buku dan

brosur.

Biro Pengadaan Barang/JasaSetda Provinsi Kalimantan Tengah
memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada pengguna (user)
baik itu untuk SOPD maupun penyedia/ konttaktor dalam bentuk penyaluran
komunikasi (transmisi) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam
pelaksanaan e-Procurement pengadaan barang/jasa pemeriniah.

Komunikasi dalam sosialisasi aplikasi SPSE sangat penting dilakukan
kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap peiaksanaan pengadaan
barang/ jasa. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Toni
selaku Admin LPSE pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa:

Sesuai dengan SOP, Admin/Operator berada di bawah Kepalu LPSE
Koleksi Perpustakaan Universi!’éshfyggl@ kami diawasi dan bertanggungjmvab kepada Kepala LPSE.
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Adapun saluran komunikasi yang kami gunakan adalah melalui tatap
muka langsung. Peran Admin/Operator dalam sosialisasi adalah
sebagai petugas yang menjalankan dan memelihara sistem
infrastruktur  (jaringan), penyajian data dan fasilitator untuk
stakeholder. Kegiatan sosialisasi aplikasi SPSE ke SOPD dilakukan
setiap tahun yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Admin dari LPSE sebagai
operator, dan pemateri. Biasanya sosialisasi aplikasi SPSE dilakukan
di ruang LPSE Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Kalimantan Tengah atau di Aula Jayang Tingang. Untuk
mempermudah komunikasi dalam sosialiasi digunakan media elektronik

dan media massa.

Selain dengan SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa pemerintah  juga diiakukan dengan
penyedia/kontraktor sebagaimana hasil wawancara dengan Sukarno selaku
kontraktor yang mengatakan bahwa:

Komunikasi yang kami lakukan dengan pokja dilakukan melalui
apliklasi SPSE, terkecuali pada sesi pembuktian apabila perusahaan
kami di undang dalamtahapan pembuktian, maksudnya ketika kami
mengikuti suatu pelelangan suatu pekerjaan dan sudah melalui tahapan
evaluasi, dan dinilai lulus evaluasi, tahap selanjutnya adalah tahapan
pembuktian. Di situ lah kami baru bertemu dengan pokja paket
tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi aplikasi SPSE, biasanya untuk
aplikasi dengan versi baru, kami juga diundang karena penyedia/
rekanan juga sebagai pengguna (user). Selama ini kegiatan tersebut

dilakukan sekali dalam satu tahun di aula Jayarg Tingang Kantor

Gubernur Kalimantan Tengal:.
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Setelah mengadakan wawancara dengan beberapa subyek penelitian,
kemudian dilakukan crosscheck hasil wawancara tersebut dengan
Benius, seiaku Kepaia Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah dan juga merangkap Sebagai Kepala Unit Layanan
Pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah yang menjelaskan bahwa:

Kami  menggunakan metode informatif dan edviatif daiam
berkomunikasi pada implementasi kebijakan e-Prccurement pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Metode ini kami gunakan dalam rangka sosialisasi peraturan
pemerintah terkait pengadaan maupun sosialisasi aplikasi SPSE yang
melibatkan semua stakeholder, mulai dari SOPD, asosiasi pengadaan
barang/jasa dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan
sebanyak 2 sampai 4 kali dalam satu tahun anggaran dengan
menggunakan media elektronik dan media massa. Selain itu juga kami

mencetak Laporan Tahunan Pengadaan dalam bentuk buku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa
transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan e-Prucurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah teiah
dilakukan dengan baik melalui tarap muka secara langsung (manuai),
menggunakan metode teknologi informasi (TI) dan juga media cetak.

b. Kejelasan

Komunikasi tidak hanya melihat dari aspek transriisi komunikasi saja,
namun juga harus memperhatikan kejelasan dari informasi tersebut. Demikian
pula dalam implemeniasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44265

132

juga harus memperhatikan kejelasan dalam memberikan informasi kepada
SOPD maupun kepada penyedia/rekanan seputar pengadaan barang/jasa.
Berkaitan dengan kejelasan informasi, menurut Stepanus, selaku
Pelanggan Internal (SOPD) BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
mengatakan bahwa:
Adanya media informas: berupa aplikasi SIAP BAJASA yang bisa
diakses oleh SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimanian Tengah,
dirasa sangat membantu untuk mempermudah kami dalam proses
pengajuan permintaan lelang. SOPD tidak perlu lagi mengantar berkas
ke ULP, tetapi sudah cukup dengan mengirimkan berkas-berkas atau
dokumen yeng diperlukan melalui aplikasi SIAP BAJASA dari kantor
masing-masing. Begitu juga ketika proses lelang sudah berjalan, kami
dapat melihat jadwal setiap tahap lelang di aplikasi SPSE, meskipun
sebelum ditetapkan pemenang oleh pokja informasi pada aplikasi SPSE
memang terbatas. Artinya kami tidak tahu berapa banyak penawaran
maupun isi penawaran kepada paket yang dilelangkan. Tetapi kami

dapat melihat jodwal pada setiap tahapan dalam proses lelang
dimaksud.

Adanya kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah seiain menjamin transparansi peiaksanaan pengadaan barang/jasa
juga sangat membantu SOPD dan penyedia/rekanan berkaitan dengan proses,
prosedur dan syarat mengikuti pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi

Kaiimantan Tengah.
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melalui laman https:/Ipse.kalteng.go.id. Kejelasan informasi yang berkaitan

dengan aplikasi SPSE tidak lepas dari peran dan tugas admin/operator LPSE,

v

sebagaimana hasii wawancara dengan Toni selaku admin LPSE yang
mengatakan bahwa:

“Selaku admin LPSE, kami sangat berperan dalam proses lelang yang
dilaksanakan secara elektronik. Apalagi penvedia/rekanan yang ingin
mengikuti pelelangan secara elektronik diharuskan mendaftar dan
kemudian melakukan  verifikasi akun penyedia‘rekanan lalu
mengaktifkannya, sehingga penyedia/rekanan memiiiki akun atau user
id dan bisa mengikuti seluruh proses pelelaiigan di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk tetap menjaga kejelasan
informasi, peran admin LPSE adalah membantu penyedia/rekanan
yang mengalami masalah teknis aplikasi dengan melaporkan lewat help
desk baik masalah yang berkaitan dengan hardware maupun software
aplikasi  Namun pernah juga terjadi misskomunikasi dengan
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Padahal hal ini disebabkan oleh listrik yang padam sehingga aplikasi
tidak diakses bukan karena adanya kerusakan jaringan. Ada juga
misskomunikasi dengan penyedia terkait proses lelang biasanya karena

ketidakpahaman aplikasi SPSE versi terbaru.”

Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
pemerintah, peran Admir. LPSE sangat besar karena semua proses dilakukan
secara elektronik yang berhubungan dengan aplikasi SPSE sehingga
kemampuan dan keterampilan admin LPSE sangat menentukan kejelasan

informasi yang akan didapat oleh penyedia/rekanan.

Hasil wawancara dengan Vitalis selaku Pokja Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa:

“Pokja pengadaan barang/jasa dengan sistem
e-Procurement, berperan untuk memberikan informasi yang
seluas-luasnya kepada semua stakeholder yang berkaitan dengan
informasi umum. Sedangkan informasi vang berkaitan dengan proses
pelelaiigan baik yang belum, sedang ataupun yang sudah berjalan
diberikan dengan batasan-batasan tertentu.

Dalam berkomunikasi kadang bisa juga terjadi misskomunikasi dengan
pimpinan maupun dengan penyedia/rekanan. Misskomunikasi dengan
pimpinan biasanya terkait adanya laporan penyedia yang melakukan
saiiggahan ataupun pengaduan, tetapi hal ini biasanya dapat segera
diselesaikan dengan pemanggilan pokja oleh pimpina: untuk
menjelaskan duduk perkaranya. Kemudicn pokja juga mempunyai
ruang untuk menjawab sanggahan tersebul secara lertulis. Ada juga
misskomunikasi dengan pimpinan terkait waktu lelang. Pokja dapat
mengubah jadwal lelang dikarenakan hal-hal tertentu. Nah hal ini
kadang menjadi masalah dengan bagian Biro yang mempunyai tugas
monitoring. Ada nendapat bahwa itu masih di ranah pekerjaan pokja
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Tetapi berbeda pendapat dengan bidang monitoring yang ingin agar
setiap tahapan jadwal lelang yang dibuat apabila ada perubahan pokja
tetap harus menyampaikan. Sedangkan untuk penyedia/rekanan
biasanya dikarenakan pemahaman yang berbeda dalam menanggapi
persyaratan-persyaratan lelang yang terdapat dalam dokumen
pengadaan, kemjudian tidak puasnya pihak penyedia/rekanan terhadap
putusan yang diambil pokja terkait pengadaan barang/jasa”

Kejelasan informasi merupakan kondisi dimana semua informasi yang
berkaitan dengan e-Procurement pengadaan barang/jasa pemerintah dapat
dimengerti dan dipahami baik oleh implementor kebijakan maupun penerima
kebijakan, sehingga tidak menimbuikan kesalahan persepsi dan kesalahan
pemahaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
Sebagaimana hasil ~wawancara dengan Bapak Sukarno  selaku

penyedia/rekanan pengadaan barang/jasa yang mergatakan bahwa:

“Informasi yang diberikan pihak Unit Layanan Pengadaan Biro
Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini pokja misalnya dalam hal
persyaratan-persyaratan lelang kadang-kadang menurut kami tidak
begitu jelas dan cenderung berlebihan. Misalnya paket pekevrjaan
konstruksi sederhana seperti membuat lapangan parkir kendaraan,
tenga ahl; terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kerumitan pekerjaan.
Sebagai peserta lelang kami tetap diberi ruang uniuk melakukan
komunikasi tanva jawab dengan pokja melalui aplikasi SPSE pada
tahapan aanswhing. Pertanyaan biasanya menyangkut persyaratan
lelang yang di ada dalam dokumen pengadaan yang masih belum jelas
dalam pemahaman kami sebagai penyedia. Jawaban dari pokja
seringkali bersifat normatif tidak secara subtansi menjelaskan jawaban
dari pertanyaan kami. Begitu juga dalam hal evaluasi, seringkali kali

Jjumpai alasan pokja menggugurkan tidak jelas dan lengkap.”
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Informasi komunikasi yang diterima oleh para implemeﬁtor program
dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-Procurement
harusiah jeias dan tidak muiti persepsi yang dapat membingungkan. Dengan
adanya kejelasan informasi maka akan mendukung semua pihak dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi kesalah pahaman
yang dapat berdampak buruk terhadap proses pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun dari hasil observasi dilapangan ditemukan pola komunikasi
antara Pokja Pengadaan Barang/jasa dengan penyedia/rekanan ieiang yang
kerap terjadi miss cominunication, hal tersebut dikarenakan kesalahan pada
penyampaian pesan dan penerimaan pesan. Selain itu miss communication
bukan saja dapat terjadi pada antar iembaga, melainkan juga pada pegawai
yang berada di lingkungan Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah. Sebagai contoh komunikasi antara Bagian Pelayanan
Pengadaan Barang/jasa dengan dengan Kepaia Unit Layanan Pengadaan
(ULP). Biasanya miss communicction terkait laporan rutin tentang
pelaksanaan lelang. Kemudian misskomunikasi pokja dengan bagian
monitoring.

Informasi program pengadaan barang/jasa melalui kebijakan
e-Procurement pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengahk yang
disampaikan baik secara iisan, tuiisan maupun eiektronik dapat saja
menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekurang pahaman dari beberapa
pihak sehingga perlu adanya kejelasan informasi dan pusat informasi,

sebagaimana hasii wawancara dengau Cokorda seiaku Kasub Bag. Peiayanan
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Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang
mengatakan bahwa:

“Selama ini informasi pengadaan barang/jasa cukup jelas disampaikan
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik secara lisan, apabila SOPD
melakukan konsultasi kepada kami. Untuk pelaksanaan pengajuan
permohonan lelang dari SOPD kami juga sudah cukup meriberi
kemuduhan dengan aplikasi SIAP BAJASA. SOPD tidak lagi perlu
datcng dengan membawa banyak berkas dokumen lelang, cukup
mengirim dari kantor masing-masing. Dari segi waktu, tenaga tentu
lebin efisien. Penggunaan kertas juga bisa lebih hemat karena tidak
memerlukan fisik berkas cukup soft copy yang dikirim melalui aplikasi
SIAP BAJASA. Namun apabila komunikasi dengan rekanan terkait

proses dan hasil lelang memang secara teknis kita tidak punya

& hername

e Password

2018

Gambar 4.2. Aplikasi Siap Bajasa Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa aplikasi Siap Bajasa
digunakan untuk pengajuan, verifikasi, serta monitoring administrasi
pengadaan barang/jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda

Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini bise. digunakan oleh SOPD dalam
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menyampaikan berkas permohonan lelang kepada Biro Pengadaan Barang/
Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan memasukkan username dan
password.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa
kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan hal
yang penting bagi stakeholder. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh
Benius, selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah/ Kepaia Unit Layanan Pengadaan (ULP)yang
mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah melalui kebijakan e-Procurement sebenarnya
sangat mudah dipahami dan diinformasikan kepada seluruh
stakeholder  bai kalangan SOPD  Provinsi
Kalimantan Tengah maupun dengon penyedia/rekanan. Bagi SOPD
sebugui pelunggun inlernul kami, sudah kami pergunakan medid
internet melalui aplikasi SIAP BAJASA. Sedangkan untuk penyedia/
rekanan aplikasi SPSE kami raso juga sangat mudah di pahami. Admin
di LPSE sendiri adalah admin yang mempunyai pengetchuan dan
pemahaman yang sangat bcik ierkait aplikasi ini Namun kadang dalam
penerapan apalagi dengan versi terbaru yang pasti ada perbedaan
dengan versi vang sudah biasa digunakan oleh penyedia/ rekanan,
tentu awalnya pasti terjadi niiss communication. Tetapi selama ini
karena sosialisasi dari pihak LPSE cukup baik, tentu bukan menjadi
kendala. Karena aplikasi SPSE itu sendiri justru sebenarnya
mempermudah dan memberikan transparansi kepada semua pihak.
Sedangkan komunikasi antara pokja dan rekanan/penyedia sebagai
pejabat struktural kita tidak dapat pantau atai intervensi. Selama
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surat dari rekanan/penyedia kepada kami perihal sanggah, baru dapat

’

kami tanyakan kepada pokja terkait aduan penyedia.’

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa
dalam proses komunikasi, aspek kejelasan merupakan hal yang sangat
penting dan utama dalam penvampaian informasi dani pihak impiementor
kebijakan e-Procurement (Biro Pengadaan Barang/Jasa/ ULP, Pokja dan
Admin LPSE) sebagai pihak pelaksana kepada pihak SOPD maupun
penyedia/rekanan. Dari hasii penelitian teriihat bahwa adanya masih
ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik

OV ANTS TN

Kalimantan Tengah maupun kepada penyedia/ rekanan.

¢. Konsistensi
Konsistensi infoimasi dalam komunikasi merupakan salah satu faktor
pendukung kelancaran dalam implementasi kebijakan e-Procurement

pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan 1engah. Hasil

a1

wawancara dengan Stepanus, seiaku Pelanggan internal (SOPD} BPSDM
Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa:

“Menurut saya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup intens dan

konsisten untuk menginformasikan setiap hal baru termasuk perubahan

e-Procurement. Salah satu bentuk konsistensi informasi adalah

or 4 T 4 4

sosialisasi aplikasi, baik aplikasi SIAF BAJASA maupun aplikasi SPSE

kepada pemangku  kepentingan diantaranya SOPD  Provinsi

Kalimantan Tengah dan penyedia/rekanan”
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Konsistensi merupakan bentuk komitmen dari Unit Layanan
Pengadaan (ULP) untuk memberikan informasi yang tepat kepada user yang
berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Konsistensi juga merupakan
komitmen dari pelanggan internal (SOPD) terhadap dukungan terhadap
proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara
dengan Vitalis selaku Pokja Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi

Kalimantan Tengah mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memamg perlu adanya
konsisiensi. Dalam berkomunikasi dengan pimpinan biasanyu
dilakukan pada saat awal penugasan dan akhir pada saat pelaporan
hasil pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk penyedia/rekanan
menyesuaikan dengan tahapan pengadaan yang sedang berjalan.
Namur dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
proses lelang masih ditemukan inkonsistensi informasi yaitu
berbedanya bentuk laporan atau banyaknya informasi yang terkandung
didalam Berita acara proses pelelangan yang dibuat dikarenakan
masih belum adanya persamaan konsep berita acara (hentuk baku)
yang telah diterapkan. Tetapi dari informasi dengan admiin LPSE versi
terbaru nanti nya akan ruang untuk Berita Acara, sehingga pokja
tinggal memberi nomor serta isi saja. Hal ini ientu memberikan
kemudahan dan kesamaan laporan kami sebagai pokja. Tidak seperti
saat ini masing-masing pokja membuat format sendiri dalam membuat
Berita Acara. Sedangkan dengan SOPD, masih ada beberapa SOPD
yang tidak konsiten dalam mendukung proses lelang. Yang paling
sering terjadi dan berpengaruh terhadap kecepatan proses lelang
adalah komitmen dalam dukungan anggaran untuk proses verifikasi
lapangan. Sudah ada surat dari Sekretaris Daerah agar SOPD
menganggarkan dana pendukung. Tetapi kenyataannya sering kami
pokja kesulitan pada saat tahapan verifikasi lapangan. Ma.ih ada
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SOPD yang tidak menganggarkan, kalaupun dianggarkan terkadang
dana tidak mencukupi. Ini sangat berpengaruh pada jadwal lelang
yang ditetapkan pokja. Karena kami harus menunggu kesiapan dana
dari SOPD terkait.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vitalis, terlihat bahwa dalam
implementasi kcbijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat inkonsisiensi
informasi dalam bentuk perbedaan bentuk laporan dalam berita acara dan
juga tidak konsistennya pelanggan internal dalam hal anggaran untuk
mendukung proses pengadaan barang/jasa. Faktor sifat kebaruan program
kebijakan (unfamil:arity of new programs) sangat mempengaruhi masalah
komunikasi. Kebijakan e-procurement yang baru memerlukan penyesuaian

dari para pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa.

Konsistensi juga berarti kepatuhan terhadapan aturan yang telah
ditetapkan. Dalam bai program pemeliharaan aplikasi masalah konsitensi
sebagaimana hasii wawancara dengan Toni seiaku Admin/Operator LPSE,
yang mengatakan:

“Kami selaku admin/operator selalu konsisten terhadap tugas yang
menjadi tanggungiawab kami. Kami membantu menginformasikan
setiap proses dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui aplikasi
SPSE. Namun dalam pelaksan
inkonsisten informasi dalam hal-hal yang urgent. Misalnya ada
perbaikun datau pemeliharaan dari pihak keliga (konsulian sistem),
dalam SOP seharusnya saja yang masuk ke ruang server selain admin
harus mendapat izin dahulu dari Kepala LPSE. Namun kadangkala

karena bersifat situasional, konsultan dapat masuk ke ruang server,

baru kemudian memberitahukan kepada Kepala LPSE”
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Untuk itu, konsistensi informasi dalam komunikasi sangat penting
dalam implementasi kebijakan e-procurement pengadaan barang/jasa pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak menimbuikan
missperception baik bagi implementor maupun bagi target group sehingga
tidak menimbulkan kesalahan bahkan kerugian yang harus ditanggung,
sebagaimana hasil wawancara dengan Sukamo selaiu Penyedia/ rekanan yang
mengatakan:

“Konsistensi dalam proses lelang menurut kami menunjukkan kesiapan
dan pengetahuan pokja akan paket yamg dikerjakan. Misalnva
mengapa ada persyaratan lelang yang berbeda antara pokja yang satu
dengan polja yang lain padahal jenis kegiatan pekerjaan sama atau
Jjuga persyaratan yang terlalu berlebihan. Pada saat aanwijzing ketika
diperianyukan feniang persyuraian, seringkali jawuban yang kami bucu
adalah persyaratan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
dibuat oleh dinas. Apakah pokja tidak dapat memberikan masukan
kepada dinas yang mempunyai paket pekerjaan untuk persyaratan yang
dirasa tidak sesuai? Semestinya ada kesamaan pandangan antar pokja
dalam memahami dan menanngani setiap pekerjuan, terutama terkait

regulasi yang berhubungan dengan syarat paket pekerjaan.”
Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa menjaga
konsistensi sehingga penerima informasi akan percaya terhadap isi dan
sumber informasi. Cokorda seiaku Kasub Bagian Layanan mengatakan:

“Sebagai bagian dari pelaksana kebijakan e-Procurement dalam
pengadaan barang/jasa di pemerintah, kami berusaha selalu konsisten
dalam melakukan komunikasi baik dengan SOPD, Pokja maupun
dengan penyedia/ rekanan sehingga sangat membantu kelancaran
pelaksanaan kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa.

Kami berusaha konsisten menginformasikan proses, prosedur dan
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persyaratan uniuk mengikuti pengadaan barang/jasa sehingga semua
pihak mengetahui, memahami dan melaksanakan sesuai dengan

ketentuan atau regulasi terkait pengadaan”

Konsistenst yang dilakukan oleh Bagian Pelayanan Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan informasi
kepada implementor dan target group kebijakan e-Procurement merupakan
bentuk tanggung jawab pelaksana sehingga terjadi kelancaran arus informasi.
Arus informasi yang baik akan tercipta apabila ada konsistensi dari sumber
informasi dalam mendistribusikan informasi kepada stakeholder.

Untuk itu dalam impiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa pemerintah jangan sampai terjadi inkonsistensi dalam informasi.
Hal tersebut kami crosscheck dengan Benius, selaku Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) yang mengatakan:

“Selaku penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah melalui kebijakan e-Procurement harus konsisten terhadap

informasi yang kami sampaikan, sehingga semua yang berkepentingan

dapat mempercayai kami. Konsitensi di sini meliputi pemahaman yang
sama baik sebagai pokja maupun pada bagian bagian lain di biro ini.

Sehingga kami sau bahasa ketika ada hai-hai yang di konsuliasi
kepada kami. Seiain itu, konsistensi informasi juga bertujuan untuk
memberikan kepastian informasi serta mewujudkan proses pengadaan
barang/jasa vang transparan dan akuntabel. Evaluasi selalu kami
lakukan. Juga mungkin jika ada keluhan-keluhan dari SOPD maupun

rekanan tentu akan kami evaluasi dan perbaiki.”
Hasil wawancara di atas, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro

Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai
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komitmen untuk konsisten dalam menyampaikan informasi. Hal ini sesuai
dengan prinsip pelayanan publik yang transparan, artinya setiap tahapan
proses, prosedur dan persyaratan peiaksanaan pengadaan barang/jasa
di Provinsi Kalimantan Tengah diinformasikan secara jelas sehingga dapat
diketahui secara luas oleh pelaksana dan penyedia/rekanan yang akan
mengikuti lelang/ tender pengadaan barang/jasa di iingkungan Pemerintah
Provinst Kalimantan Tengah. Namun hal berbeda dirasakan oleh
rekanan/penyedia yang masih merasa ada inkonsistensi terutama pokja dalam
hal pemberian persyaratan ieiang untuk paket pekerjaan yang sama aiau
sejenis.
2. Sumber Daya

Ketersedian dan ketercukupan resources dalam implemeniasi
kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan
syarat mutlak bagi terciptanya proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan
transparan. Adapun sumber-sumber daya yang diperiukan dalam
implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah adalah sumber daya staf, iniormasi, wewenang
dan fasiiitas.

a. Sumber Daya Staf

Hasi! wawancara dengan Vitalis selaku Kelompok Kerja (POKIJA)
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“Secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia pokja yang
ada saat ini rasanya telah siap dan memadai karena kami sudah
beberapa kali melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa
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anggap sebagai rutinitas pekerjaan yang biasa kami lakukan. Untuk
menjadi pokja pengadaan barang/jasa tidak hanya harus memiliki
sertifikat pengadaan barang/jasa, perlu diasah dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah,
perlu untuk selalu mengetahui regulasi-regulasi karena dunia
pengadaan itu sendiri sangat luas dan kompleks. Sehingga seorang

pokja dituntut untuk terus mau belajar..

Sumber daya staf merupakan faktor utama sebagai sebagai pelaksana
dari kebijakan e-Procurement yang berperan dalam memberikan pelayanan
publik termasuk informasi kepada SOPD maupun penyedia/ rekanan terkait
proses, prosedur dan persyaratan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu sumber daya yang
mendukung pelaksanaan lelang secara elektronik adalah bagian
Admin/Operator. Hasii wawancara dengan Toni selaku Admin/Operator
LPSE mengatakan bahwa:

“Admin/operator harus selalu siap dalam mendukung kebijakan
e-procurement dalam pengadaan harang/jasa pemerintuh. Namun
secara kuantitas staf admin/operator masih terbatas. Semestinya
an jumlah paket di atas 500 paket pekerjaan menurut kami,
idealnya admin/operator sistem LPSE minimal 4 (empat) orang, tapi
yang ada hanya 2 (dua) orang. Seiain itu, untuk menjadi
admin/operator ~ harus  memiliki  sertifikat  keahlian  khusus
admin/operator. Oleh karena itu, untuk meningkatkan skills kami
mengikuti pelatihan admin yang dilaksanakan oleh LKPP sehingga

kami mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar LKPP"
Berdasarkan hasil wawancara dengan admin/operator LPSE terlihat
bahwa secara kualitas staf admin di LPSE di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah sudah memadai atau memenuhi standar LKPP. Namun dilihat dari
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jumlah masih kurang memadai karena jumlah proyek yang harus ditangani
memerlukan banyak staf admin/operator sedangkan staf admin yang ada
sekarang hanya berjumlah 2 (dua) orang. Keterbatasan sumber daya staf
mempengaruhi hasil implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan jumlah paket di atas 500 paket pekerjaan, Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah tentu memerlukan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan kuantitas yang memadai. Hasil wawancara dengan Sukarno
selaku penyedia/rekanan mengatakan:

“Menurut kami, staf pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa. Terutama pokja dan admin atau operator.

beberapa pokja yang memang sudah sangat mumpuni dalam hal
pengelanuan dan profesional. Namun ada juga beberapa pokja yang
kalau kita bertanya terlihat tidak cukup memahami suatu pekerjaan.
Untuk admin di LPSE mungkin lebih dari satu. Selama ini sepertinya

hanya bergantung pada satu orang saja. Kenapa demikian, karena

]

vang kami jumpai setiap berurusan di LPSE sclalu pak Toni.’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukarmo, peranan pokja dan
admin LPSE sangat penting. Profesionalitas pokja seharusnya merata,
kemudian jumiah admin/ operator tidak sebanding dengan penyedia/rekanan
yang jumlahnya 600 orang yang harus dilayani untuk mengikuti lelang
pengadaan barang/jasa pemerintah. Kondisi ini tentu bisa menjadi

menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga pelayanan juga
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menjadi kurang maksimai padahal setiap proses lelang waktunya dibatasi.

Namun hasil wawancara dengan Cokorda selaku Kasub Bag Pelayanan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah mengatakan:

“Secara kualitas, staf di bagian pelayanan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) sangat siap dan memadai. Dilihat dari usianva masih muda,
enerjik, serta memiliki passion yang tinggi dalam bekerja, namun masih
belum menunjukkan kemampuan yang ideal unt
suatu tim. Adapun syarat sebagai Pokja harus memiliki sertifikat dasar
pengadaan barang/jasa (PBJ),seria terus kami pacu untuk seiaiu rajin
untuk  mengikuti  sosialisasi  peraturan-peraturarn  pengadaan
barang/jasa pemerintah maupun pelatihan teknis-teknis pengadaan.
ULP Pemerintah Kalimantan Tengah tahun 2016 terpilih sebagai salah
satu ULP Percontohan sehingga pokja kami mendapat fasilitas
pelatihan dari LKPP yang bekerjasama dengan MCAI selama setahun.
Jadi setiap bulan selama satu minggu pokja mengikuti pelatihan di
Bogor. Dari tingkat dasar, menengah sampai spesial. Cukup
membunggakan bagi ULP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki SDM
yang sudah terlatih.”

Secara rasional bahwa suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif
apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi
kualitas maupun kuantités. Suksesnya pelaksanaan kebijakan e-Procurement
dalam pengadaan barang/issa pemerintah seiain ditentukan oleh kuaiitas dan
kemampuan staf, juga junilah staf yang memberikan pelayanan informasi dan
administrasi kepada penycdia/rekanan yang berkaitan dengan proses dan
prosedur pengadaan barang/jasa. Hasii wawancara dengan Benius, seiaku
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengal/
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“Sumber daya staf di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan
Barang/Jasa bisa dilihat dari dua aspek yaitu aspek kualitas dan
kuantitas. Secara kualitas, staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah
sangat memadai karena harus memiliki kompetensi dan ahli dalam
PBJ serta mendapatkan diklat PBJ dari LKPP. Sebanyak 11 (sebelas)
pokja kami telah mengikuti pelatihan sampai tingkat spesialis. Tidak
semua pokja di provinsi lain dapat kesempatan ini. Karena ULP
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 dinilai sebagai ULP
percontohan dan sampai saat ini kita tetap mempertahan predikat ini
sebagai Center of Excellent. Mengikuti perkembangan dari LKPP
bahwa modernisasi pengadaan dimotori oleh ULP terpilih dari seluruh
Indonesia. Kami sebagai yang terpilih tentu harus punya komitment
yang jelas demi modernisasi pengadaan itu sendiri. Sedangkan dari
segi kuantitas, jumlah staf Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaar
(ULP) sebanyak 31 orang ditambah dengan 11 orang dari Kepala,
Sekretariat dan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga
sudah memadai untuk melayani sekitar 600 an peserta lelang dengan

jumlah paket di atas 500 paket”

Keberadaan sumber daya manusia dalam peiaksanaan pengadaan
barang/jasa merupakan suatu kebutuhan yang harus dipersiapkan, baik secara
kuantitas maupun kualitas.

b. Sumber PDaya Informasi

Sumber daya informasi memiliki peranan penting dalam kebijakan
e-Procurement yané berbasis apiikasi SPSE. Sebagaimana hasii wawancara
dengan Stepanus, dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah yang
mengatakan:

“Sumber informasi dalam leiang pengadaan barang/jasa pemerintah
menggunakan sistem informasi online. Dengan demikian semua peserta

lelang yang harus dapat mengakses website SPSE LKPP dengan cara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44265

149

mendaftar ke admin sehingga mendapatkan user id yang digunakan
untuk mengakses ke situs LPSE guna mengikuti lelang pengadaan

@ ot Log s

9 s

Data Perusahaan Anda di P

Gambar 4.3 Tempat Login Apiikasi LPSE Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa untuk masuk ke
aplikasi LPSE Provinsi Kalimantan Tengsh untuk pengadaan barang/jasa
dilakukan dengan cara memasukkan User /D dan Password serta memiiih
pilihan penyedia atau non-penyedia kemudian baru klik login. Aplikasi ini
dapat digunakan oleh penyedia/rekanar maupun SOPD selama memilik User
ID dan Password yang dikeiuarkan oieh admin/operator LPSE.

Hasil wawancara dengan Stepanus di atas, dapat dikatakan bahwa
penyedia/rekanan lelang pengadaan barang/jasa saaat ini dipermudah untuk
mendapatkan informasi sepﬁtar proses dan prosedur pengadaan barang/jasa
melalui sistem e-Procurement. Ini berarti bahwa sistem informasi yang
mudah diakses oleh wuser baik itu SOPD maupun penyedia/rekanan lelang
dapat mempercepat, mempermudah dan memperiancar proses pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
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Selanjut hasil wawancara dengan Vitalis selaku Kelompok Kerja
(Pokja) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
mengatakan:

“Pokja terus berusaha memberikan informasi sejelas mungkin baik
kepada SOPD maupun penyedia/rekanan agar mudah dipahami,
dimengerti dan dilaksanakan sesuai dengan proses dan prosedur
pengadaan barang/jasa. Pokja menyediakan ruang informasi dan
tempat konsultasi terkait pengadaan, yaitu klinik pengadaan. Siapa
saja yang ingin berkonsultasi terkait pengadaan kami persilahkan

datang ke UIP dan kami siap membantu memberikan masukan”

Sistem komunikasi dalam proses pengadaan barang/jasa sangat
memegang peranan penting guna informasi yang berkaitan dengan proses
pengadaan barang/jasa sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa
mengetahui, mengerti dan memahami isi informasi sehingga dapat
menggunakan informasi tersebut dalam proses pelaksanaan lelang. Namun
apabila sistem komunikasi mengalami hambatan transmisi, maka dapat
menyebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan informasi yang dapat
berakibat pada terlambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa sehingga
semua proses pengadaan barang/jasa dapat mundur dari jadwal yang telah
ditetapkan. Sebagaimana hasii wawancara deugan Toni selaku
Admii/Operatoi LPSE yang mengafakan:

“Dalam proses implementasi kebijakan e-Procurement pengcdaan
harang/jasa pemerintah, informasi sangat mudah didapat karena
semua proses yang terkait lelang ditampilkan baik hasilnya maupun
pengumuman-pengumuman lain dari LKPP. Selain itu baik SOPD
maupun penyedia/rekanan dapat mendapatkan informasi dari aplikasi

_ _di LPSE. Jadi sumber duya informasi sudah sangar memadai daiam
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mendukung  implementasi  kebijakan e-Procurement pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah”

EOAY DNIAMAT. SDOR. 0GRS . GANTASSHORD
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Lelang  Penunigian Lanssung

Lelang Akt

Henampilkan 22 v dala Pancarian
Kodelelsng y  Hamalelang Tahap Peserta
7% Fanganazn Fa-aan Eay Trecisiond 84 030 TanageRones Lingrap Satne SR L7 :"ﬁ‘;ﬁg‘ 3] Lalar Sucah Saizse: 17

Henampilkan Halaman 1 dart 1 :

Gambar 4.4 Dashboard Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Dari gambar 4.4. dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan
informasi lelang, penyedia/rekanan dapat membuka aplikasi LPSE dengan
memasukkan User ID dan Password, kemudian akan terbuka dashboard paket

lelang dan penunjukkan iangsung. Dengan apiikasi ini penyedia/rekanan

dapat mengetahui jenis paket lelang yang ditawarkan oleh Pokja
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Berdasarkan gambar 4.5. dapat dijelaskan bahwa dalam rangka
pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan adanya informasi lelang terkait
paket pekerjaan yang akan dikerjakan. Dalam apiikasi ini, penyedia/rekanan
mendapatkan informasi mulai dari kode lelang, nama lelang sampai dengan
lokasi pekerjaan.

Ketersediaan sumber informasi yang akurat dan tepat sangat
mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sumber informasi baik
yang disajikan secara manual maupun elektronik guna menginformasikan
proses dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hasil wawancara Sukarno seiaku
penyedia/rekanan mengatakan:

“Informasi lelang dapat kami ketahui dari aplikasi SPSE. Nama paket,
nilai paket dan intansi yang mempunyai pekerjaan dan juga jadwal
lelang. Sebagai penyedia jika berminat kami tentu melakukan proses
] ri pemasukan penawaran dam proses lainnya sesua

>

ijadwal yang telah ditetapkan.’
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informasi Lamays

Gambar 4.6. Dashboard Paket Pengadaan Barang/Jasa
Dari gambar 4.6. dapat dijelaskan bahwa Pokja memberikan informasi

kepada penyedia/rekanan melalui dashboard paket. Dashboard paket berisi
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informasi kode lelang, nama lelang, tahap lelang saat ini, jumlah peserta,
dokumen pengadaan, jumlah penawaran, pembukaan penawaran, hasil
evaluasi, berita acara dan informasi iainnya.

Sistem informasi bagi penyedia/rekanan sangat penting dan berharga
karena dengan informasi yang jelas akan memberikan kemudahan bagi
rekanan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitali dengan proses,
prosedur dan persyaratan dan jadwal untuk mengikuti lelang pengadaan
barang/jasa. Dengan demikian mereka memiliki cukup waktu untuk

menyiapkan semua persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.

'Y v e LPSE Provins- kéiirﬁantan Tengah: Informasi Lelang - Mozilla Firefox -~ o I

& hitps/Adpsekalteng.go.id/eprocd/lelang/6695C1 2 ipezeria

informasi Lelang

Pangumuman Pasena Hasu Ev3iuasi Pemanans Pemenang Earrontrax

Ho HNama Peserta HPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
CV. ACE TAKABEYA 02.676.279.9-711 000 Rg 146.980.000.00 Rp 146.950.000.00

f 2 PT.TABENGAN INDaH DESIG 02.618.309.5-711.000
3 CV. BERLIAN KALIKANTAM ENGHIEERING  03.134.790.9-711.000
B ' 4 CV. PUTRA BAHARS EMGINEERING 7£.242.556.1-711.000
: L CV. HIGH TECH DIRGAINTARA 03.134.8559-711.000
: 5 CITRA MULTI CONSULTANT 01.576.3436-711 000
i 7 CY MULTI TEKNIKA 01489648 4-711.000
j :] PT. SOLUSI BERINOVASI INOCIESHA 73.570 695 2-722 000
i i 8 CV. Balawa Cipta Engenering 71.396.448.4-714.000
‘ 10 PT EDUKA REKAYASA KOMNSULTAMN 01 488 523 9-711 Q00
11 PT. ANDAL CENDANAKA 01489 452.1-711 000
12 Grand Betang Utama ©32717688-711.000

-

4.7. Peserta Lelang

Soglen

Berdasarkan gambar 4.7 terlihat beberapa nama peserta lelang
pengadaan barang/jasa di Provinsi Kalimantan Tengan, NPW P, beserta harga
penawarannya. Informasi ini perlu disampaikan untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa.

Seianjutnya hasil wawancara dengan Bapak Cokorda selaku Kasub
Bagian Layanan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
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“Untuk melaksanakan kebijakan e-Procurement dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah telah disediakan sumber daya informasi baik
secara manual maupun elekironik. Secara monual, kami selaku staf
pelayanan memberikan informasi secara langsung kepada SOPD.
Sedangkan secara elektronik telah tersedia aplikasi SPSE melalui
SIRUP dan LPSE. Jadi dalam hal ini sumber daya informasi sudah

sangat memadai”

SUMMARY KEPORT

informas: Letang - -
Kode Letang 2999
Nama Lediang Pengadaan Pakaian Batik Tradisional ASN dan Tenaga Konwak Lingkup Setda l
Keterangan
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah l
Satuan Keda SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
Kategon Pengadaan Barang }
Jenis Fengadaan Pascakuatifikasi Satu File i
Metode FPascakualifikasi Satu Fite - Sistem Gugur
Anggaran Tahun l Sumber Dana 1 Nilat J
2018 APBD Ko 490.000.000,00 1’
|
Nilai Pagu Paket Rp 490 .000.000.00 ;
Nitai HPS Paket Rp 489.500.000.00 !
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Lump Sum e
Pembebanan Tahur Anggaren Tanhun Tunggat }

il oAl Geeilass a2

Gambar 4.8. Summary Report Lelang Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dijelaskan bahwa setiap proyek yang
dilelang periu adanya informasi atau laporan seputar paket pekerjaan tersebut
dalam bentuk summary report yang berisi kode lelang, nama Ielang,
keterangan, instansi, satuan kerja, kategori, jenis pengadaan, metodc,
anggaran, nilai pagu paket, nilai HPS paket dan jenis kontrak. Dengan
demikian penyedia/rekanan mendapat informasi seputar paket ielang yang

akan diikuti.
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APSE Brapdnsi Kalimantan Tengan: informast Latang - Maziila Firetox . oo RN

O &k Hnps/Apse kalteng.goic/eprocd fevaluasi/689501 2T . D 7

€ nrormasiteiang ; -—
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A - -~ - e~
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e R
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©02.134.790.9-7 11,000

2 OV PUTRA BAHARI
ENGINEERING -
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Gambar 4.9. Hasil Evaluasi Peserta Lelang

Dari gambar 4.9 dapat dijelaskan bahwa setelah penyedia/rekanan
melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan tertentu, maka pokja sesuai
jadwal yang dibuat dan ditampilkan dalam aplikasi SPSE harus
mengumumkan hasii evaiuasi terhadap penawaran dari penyedia/rekanan.
Ada beberapa tahapan evaluasi. Dimulai dari evaluasi penawaran sampai
evaluasi dokumen kualifikasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk
menentukan penyedia/ rekanan yang menjadi pemenang ieiang.

Di era jaman digital, informasi dianggap sumber daya yang sangat
penting, karena tanpa informasi tidak akan ada peningkatan eiektivitas,
efisiensi, serta peningkatan kinerja yang terjadi. Nilai informasi begitu
penting sehingga seharusnya memiliki derajat yang sama berharganya dengan
sumber daya manusia. Informasi memiliki konstribusi bagi kelancaran
pencapaian fujuan dari impiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana hasil

wawancara dengan Benius selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
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Provinsi Kalimantan Tengah / Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi
Kalimantan Tengah, yang mengatakan:

“Sumber daya informasi daiam impiementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
terus kami tingkatkan. Melalui aplikasi SPSE, informasi mudah diakses
oleh siapa saja selama memiliki user id, sedangkan untuk SOPD yang
ingin mengajukan permohonan lelang dapat mengakses aplikasi SIAP
BAJASA. Apalagi tahun 2017 yang lalu kita memiliki 537 proyek yang
dilelang dengan 537 penyedia/rekanan sehingga informasi berkaitan
dengan pengadaan barang/jasa harus benar-benar dipersiapkan
dengan baik. Untuk itu sumber daya informasi memiliki peranan yang
strategis dalam menginformasikan setiap proses dan tahapan
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sumber daya informasi terdiri dari hardware, software, operator dan

user yang kesemuanya terintegrasi dalam suatu sistem dan aplikasi

elektronik”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Layanan Biro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala ULP Provinsi
Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa sumber daya informasi sudah

cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
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e ‘325 LPSE Provinsi Kalimantan Tengah: informasi Lelang - Mozilla Firefox - =

i
: |
@ & https//pse kalteng.go.id/eprocd fevaluasi/6895012/parmenang = i

Informasi l;e!ang

Fensumuman Pasera Hasil Evaluasi Pemenang Pemanang Berxantrak

Kafimantan Tengah

Nama Lefang Perancanaan dan Review Desain Pemsangunan LPTC beserta Penalaan Kawasan Lingkungan
Kategon Jasa Konsuitansi Badari Usaha
E instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
; : Satker DIMAS PEKERJAAN UMUK DAN PENATAAN RUANG PROYINSI KALIMANTAN TENGAH
H Pagy Rg 150.000.000.00
. HPS Rp 150.000.000.00
U Nama Alamat NPWP Harga Harga Has# Negosias!
i Pemenang Penawaran Terkorekst
) V. ACE JLG.OBOS [JA5 VILLA TIRTA BRAS NO.E1T  02.675.279.9-711.000 Rp Re Rp
i TAKABEYA PALANGKARAYA - Palangka Raya (Kota) - 146.960.000.00 146.950.000.00 146.960.000.00
i

Gambar 4.10 Pengumuman Pemenang | elang Pengadaan Barang/Jjasa

Berdasarkan gambar 4.10 dapat dijelaskan bahwa setelah pokja
melakukan  evaluasi  hasil lelang, maka pokja mengumumkan
penyedia/rekanan yang menjadi pemenang dari paket pekerjaan yang
ditawarkan. Dalam pengumuman pemenang ini, dicantumkan nama lelang,
kategori, nama instansi, satuan kerja, pagu dan HPS.

c. Wewenang

Hasil wawancara dengan Vitalis selaku Pokja Biro Pengadaan

Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah ditetapkan job
discription staf dari Pokja, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Admin/
Operctor dan  staf lain yang berhubungan dengan pengadaan
barar.g/jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah. Masing-masing pihak diberikan kewenangannya masing-

masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI)”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kewenangan
masing-masing pihak sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan

Koleksi Perpustakaa@yrixersitzs ®mlithantan Tengah. Dengan adanya kejelasan kewenangan maka
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dapat membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan sesuai
dengan tupoksinya.Selanjutnya hasil wawancara dengan k Toni selaku
Admin/Operator LPSE dikatakan:

“Admin/operator memiliki kewenangan sebatas pada penyajian
informasi terkait proses lelang, menjaga agar sistem aplikasi tetap
berjalan serta menjamin jarivigan internet selalu online. Selain itu juga
memberikan informasi dan bantuan teknis kepada penyedia/ rekanan
yang mengalami kendala dalam pengisian aplikasi LPSE sehingga

tidak menimbulkan kesalahan™
Hasil wawancara dengan Cokorda selaku Kasub Bagian Layanan

mengatakan:

“Bagian layanan memiliki kewenangan dalam memverifikasi
persyaratan administrasi beserta dokumen lelang yang dikirimkan oleh
SOPD melalui aplikasi SIAP BAJASA. Untuk kemudian ditervskan
kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah/ Kepala ULP agar ditetapkan nama-nama pokja
yang menangangi paket tersebut. Penunjukan dari Kepala Biro
Pengadaan barang/Jasa Setda Provinsi Kalimanian Tengah/ Kepala
ULP ini menjadi legalitcs pokja untuk melakukan proses lelang

selanjutnya”

Otoritas bagian layanan pengadaan barang/jasa hanya sebatas masalah
administrasi lelang pengadaan barang/jasa sehingga mempunyai kewenangan
untuk menyatakan iengkap dari suatu berkas yang disampaikan oieh SOPD
dalam permohonan lelang. Dengan adanya kewenangan ini maka akan
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah. Selanjutnya dari hasii wawancara dengan Benius, selaku Kepala

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala Unit
Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan:

“Setiap pelaksana pengadaan barang/jasa teiah diatur kewenangannya
masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal ini kita
megacu pada Parturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta
Peraturan Kepala LKPP (Perka LKPP). Dalam proses lelung, pokja
niemiliki kewenangan penuh atas pengambilan keputusan. Pokja tidak
boleh diintervensi oleh siapapun. Termasuk oleh Kepala Biro

Pengadaan Barang/ Jasa sekalipun”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
sumber daya yang berkaitan dengan kewenangan (authority) dalam
ilnpiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi
masing-masing pihak pelaksana. Sebagaimana pendapat Edward III bahwa
setiap peiaku utama kebijakan harus diberi wewenang/legalitas yang cukup
uniuk membuat keputusan guna melaksanakan kebijakan yang menjadi
kewenangannya sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efektif. Wewenang
berperan penting dalam suatu kebijakan terutama untuk meyakinkan dan
menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan
tujuan yang dikehendaki.

4. Fasilitas

Hasil wawancara dengan Stepanus selaku Pelanggan Internai (SOPD)

BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“rasilitas  sarana dan prasarana tentunya sangar mendukung
implementasi kebijakan e-Procurement. Karena sifuinya pelayanan,

ruang kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa saat ini memang harus
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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dibenahi. Unit Layanan pengadaan yang terletak di lantai 3 dirasa
cukup membuat kelelahan pada saat orang ingin berurusan. Idealnya
ada tempat yang cukup mudah untuk dikunjung. Apalagi pada saat
tahapan pembuktian, penyedia yang diundang apabila membawa
dokumen cukup banyak, tentu kerepotan dan kelelahan untuk mencapai

lantai 3.”

Hasil wawancara dengan Bapak Vitalis selaku Kelompok Kerja
(Pokja) Biro Pengadaan Barang/JasaSetda Provinsi Kalimantan Tengah yang
mengatakan:

“Sebagai pokja pengadaan barang/jasa sangat memerlukan dukungan
fasilitas  berupa  komputer dan internet guna melaksanakan
e-Procurement melalui aplikasi SPSE dengan jaringan server yang
kami anggap sudah memadai. Namun ada beberapa fasilitas seperti
komputer/laptop, printer yang masih kurang, belum sebanding dengan

banyaknva pokja yang bekerja”
Selanjutnya hasil wawancara dengan Toni selaku Admin/Operator

LPSE dikatakan bahwa :

“Guna menunjang kelancaran dalam memberikan pelayanan dalam
pengadaan barang/jasa, bagian admin/operator membutuhkan fasilitas
media elektronik seperti komputer/laptop, jaringan internet serta ruang
khusus admin. Nammun secara jumlah memang perlu penambahan
laptop untuk tenaga admin, belum adanya sistern pemadaman api

di ruang server dan daya lisirik yang kadang turun naik”
Hasil wawancara dengan Sukarno selaku penyedia/ rekanan
mengatakan:
“Fasiiitas yang ada di ruang Unir [Layanan Pengadaan (ULF) Biro
Pengadaan Barang/Jasa kami rasa masih kurang memadai. Contohnya

ruang tempat pembuktian sangat kecil sehingga bic ada pembuktian

Koleksi Perpustakaan Univerdidirargiigan dengan penyedia yang lain kurang nyarman. Karena ruang
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yang terbatas, terbatasnya jumlah meja kursi untuk tamu khusunya
bagi penyedia/rekanan yang sedang mengurus administrasi, dan
ruangan terasa panas karena AC kurang dingin sehingga terasa gerah.
Kurangnya fasilitas ini harus diperhatikan oleh Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Baracng/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah agar proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan

dengan baik dan lancar”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa fasilitas yang ada
di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang memadai. Kondisi ini tentu akan
memperiambat penyeiesaian pekerjaan dan menghambat pencapaian tujuan
kebijakan.

Fasilitas kerja yang disediakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
sarana dan prasarana untuk memudahkan pekerjaan dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah. Fasilitas kerja yang memadai dengan kondisi yang
layak pakai dan terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses
kerja dalam suatu Kegiatan organisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh
Cokorda selaku Kasub Bagian L.ayanan mengatakan:

“Fasilitas yang digunakan uniuk memberikan pelayanan kepada
penyedia/rekanan dalam proses pengadaan barang/jasa bisa dilihat
cukup baik dan memadai. Namun secara jumlah disadari masih kurang
memadai seperti komputer/PC, printer, scanner dan mesin folocopy.
Untuk itu, kami berharap agar Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)

dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas tersebut”
Salah satu upaya untuk menambah dan meningkatkan fasilitas (sarana

dan prasarana) adalah melalui pengadaan. Pengadaan fasilitas yang layak
Koleksi Perpustakaan Univérsitas Terbuka
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merupakan suatu keharusan guna suksesnya implementasi kebijakan
e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa. Sebagaimana hasil wawancara
dengan Benius selaku Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“Fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung selama ini sudah
memadai dan mencukupi, contohnya sudah ada ruang khusus
pelayanan, ruang tunggu, ruang khusus odmin/operator. Selain itu

, y g
-Procurement, sudah ada kemputer/PC yang disedickan di

ruang khusus untuk penyedia/rekanan darn untuk admin/operator,
printer, scanner dan mesin fotocopy. Namun karena jumiah paker
pekerjaan semakin meningkat dan penyedia/rekanan juga bertanibah,
memang seyogyanya fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan
sekarang. Kondisi ini sudah kami pikirkar. dan akan kami tindaklanjuti

dalam bentuk pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa fasilitas dalam
implementasi kebijakan e-Procurement sudah tersedia. Namun masih perlu
pembenahan dan peningkatan sejaian dengan banyaknya jumiah paket
pekerjaan yang harus dikerjakan, maka perlu adanya penanmibahan sarana dan
prasarana pendukung lainnya.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Stepanus selaku Pelanggan

Internal (SOPD) BPSDM Propinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa:

“Selaku bagian dari pelaksana kebijakan e-Procurement dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah, sangat memonhami apa yang
menjadi tugas kami sesuai dengan tupoksi. Kami diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) sebagai Pejabat
Pengadaan yang memiliki tugas melaksanakan pekerjaan pemilihan

Koleksi Perpustakaan Univerdimsdettnga untuk paket pekerjaan yang tidak dilelangkan. Tetapi kami
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juga memiliki tugas membantu KPA dalam membuat Kerangka Acuan
Kerja (KAK) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempersiapkan
administrasi untuk paket pekerjaan yang akan dilelangkan melalui Unit
Layanan Pengadaan (ULP)”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Vitalis selaku Kelompok Kerja
(Pokja) Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah
mengatakan:

“Kelompok kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan untuk
mengerjakan lelang per paket pekerjaan ditetapkan oleh Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah. Pokja dalam
bekerja selalu berpegangan pada aturan Perpres dan aturan
pendukung vang berlaku lainnya. Pokja harus profesional dengan
memberikan pelayanan yang adil dan profesional kepada semua
penyedia/rekanan. Sebagai Pokja kami mendapatkan penghasilan
tambahan berupa honor per bulan. Apabila dilihat dari beban kerja
dan resiko pekerjaan honorarium per bulan yang diterima pokja dirasa

masih kurang meriadai”
Hasil wawancara dengan Toni selaku Admin/Operator LPSE
mengatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa,
Admin/ Operator LPSE wajib memahami infrastruktur kardware dan
software sekaligus memahami proses lelang yang dilaksanakan oleh
Pen

181834 /T”‘D) dia'v‘l

[e781 7 Lt nloh
SUALLUr [ U e Uilie

ngkat ole
Kepala LPSE (Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Kalimanian Tengah)j setiap tahun. Admin/Operaior membaniu rekanan
yang berkaitan dengan teknis jaringan yang dilakukan melalui help
desk, kemudian help desk akan merespon pengaduan tersebut. Dalam

melaksanakan tugasnya, admin/operator mendapatkan honorarium tiap

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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bulan yang dianggarkan lewat DPA SKPD; dan itu rasa sangat kurang
dibanding dengan beban kerja admin/operator”

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup
menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah
kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperiukan (kompeten
dan kapabel) dalam mengiinplementasikan kebijakan. Demikian pula dengan
pemberian insentif kepada staf. Insentif merupakan salah satu teknik yang
disarankan untuk mengatasi masaiah sikap peiaksana dengan memberikan
insentif sechingga dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Hal ini terjadi dalam implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa pemerintah karena insentif yang diberikan terasa
kurang sesual dengan beban kerja, dan resiko yang diemban sehingga
berpengaruh terhadap gairah dan motivasi kerja, khususnya untuk pokja dan
admin/operator L.PSE.

Untuk mengetahui sikap dari pelaksana kebijakan maka kami
melakukan wawancara dengan Sukamo selaku penyedia/rekanan yang
mengatakan:

“Kami merasa masih ada sikap keberpihakan dari pokja Urit Layanan
Pengadaan (ULP) terhadap beberapu penyedia. Keberpihakan iiu
misalkan dalam hal persyaratan lelang yang kami rasa cukup sulit
dipenuhi dan waktu yang terbatas, kanya ada penyedia tertentu yang

memiliki persyaratan yang ditentukan pokja.”
Kecenderungan pritaku dari penyedia/rekanan terhadap pelaksana
kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan

e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimaitan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tengah yang sssuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan e-procurement.
Untuk itu, karakter dan perilaku yang harus dimiliki oleh implementor
kebijakan adaiah kejujuran, keterbukaan dan komitmen yang tinggi terhadap
tugas. Dengan kejujuran menjadikan implementor tetap pada tujuaﬁ utama
yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan dengan komitmen yang
tinggi, implementorakan membuat mereka seialu antusias dan termotivasi
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah menjadi tanggung
Jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sikap dari para pelaksana (impelemeniors) kebijakan sangat
berpengaruh dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana hasil
wawancara dengan Cokorda seiaku Kasub Bagian Layanan yang mengatakan:

“Sebagai pejabat struktural kami di angkat dan dilantik oleh Gubernur
Kalimantan Tengah. Kami bertugas menfasilitasi proses pengadaan
dan penyelesaian masalch sesuai aturan. Kami taat dan patuh kepada
setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pimpinan berkaitan
dengan proses lelang atau tender pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam melaksanakan tugas ini, kami mendapatkan tambahan insentif

dalam bentuk honor bulanan yang besarnya sesuai dengan yang telah

ditetapkan dalam SK”

Kalau implementor memiliki karakteristik, sifat, perspektif dan
disposisi yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,
maka implementasi kebijakan e-Procurement dapat teriaksana dengan baik.
Namun sebaliknya, apabila implementor memiliki disposisi yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tidak efektif. Hal ini kami konfirmasi

dengan Benius selaku Kepaia Biro Pengadaan Barang/jasa/ Kepala ULP

Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“Menurut kami, pelaksana selama ini memahami tugas dan tanggung
Jjawabnya dalam melaksanakan kebijakan e-Procurement pengadaan

barang/jasa pemerintah. Hal ini dibukiikan dari hasil kerja mereka

beragam sikap dari pejabat struktural maupun pelaksana di lingkup
Biro PBJ, namun tetap patuh dalam melaksanakan kebijakan, rermasuk
apabila ada komplain dari pihak lain, pelaksana tetap menindaklanjuti
sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Sebagai
konsekuensi  dari  pengangkatan sebagai pelaksana, mereka
mendapatkan honorarium setiap bulan. Dan yang penting mereka tidak
boleh menerima apapun dari pihak penyedia/rekanan karena
dikawatirkan terjadinya pemihakan sehingga tidak netral dalam

memberikan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah”
Dari hasil wawancara dengan Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa
Setda provinsi Kalimantan Tengal/ Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Provinsi Kalimantan Tengah jelas terlihat bahwa pejabat struktural, pokja
iingkup Biro PBJ dari aspek disposisi diangkat oleh pejabat yang memiliki
wewenang yaitu Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan kompetensi
yang diperlukan. Selain itu dari aspek insentif, para pelaksana juga
mendapatkan honorarium yang dibayarkan iiap buian.
Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan subyek
penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan

e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kalimantan Tengah memiliki disposisi pengangkatan birokrat yang dilakukan
oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan
Tengah, serta mendapatkan insentif berupa honorarium builanan.
4. Struktur Organisasi

Struktur  organisasi-organisasi  yang melaksanakan kebijakan
mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek
struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja
seperti SOP (Standart Operating Procedures).

Prosedur operasi (operating procedures) merupakan tata cara reguler
yang digunakan pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan dari
pedomaan kegiatan dan tata cara pengelolaan kebijakan e-Procurement

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam struktur organisasi ditekankan pada dua aspek yaitu standart
operating procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan standar
operasi mengenai mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan
e-Procurement, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung
jawab para peiaksana. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran
tanggung jawab kepada badan/unit kerja yang berbeda.

Dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat SOP Pengajuan

Dokumen RUP (Kencana Umum Pengadaan) dan Dokumen RPP (Rencana

Pelaksanaan Kerja) ke ULP sehagaimana gambar 4.11 di bawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (sou=) Blro
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) ‘PROVINSL KALIMANTAN TENGAH

I. SOP Pengajuan Dokumen RUP dan D Laan ke ULP
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Gambar 4.11 SOP Pengajuan Dokumen RUP dan Dokumen RPP ke ULP

Pada gambar 4.11 terlihat bahwa SOP Pengajuan Dokumen RUP dan
Dokumen RPP ke ULP. Alur pengajuan dokumen RUP dan dokumen RPY ke
ULP diawali dari persiapan penyusunan dokumen RUP dan RPP pada
masing-masing SOPD. Selanjutnya PA/KPA mengumumkan RUP pada
Portal Pengadaan Nasional atau papan pengumuman resmi., sctelah RKA
APBD disetujui DPR. Apabila SOPD ingin melaksanakan kegiatan
pelelangan, maka PA/KPA menyampaikan dokumen RUP kepada PPK dan
ULP. Selanjutnya tugas U‘LP untuk memverifikasi dokumen yang
disampaikan apakah lengkap atau tidak. Apabila tidak lengkap dikembalikan
ke SGPD, tetapi apabila diverifikasi lengkap diteruskan kepada Kepaia Biro
Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk

menetapkan pokja yang mengerjakan proses lelang paket tersebut.
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Hasil wawancara dengan Vitalis selaku Kelompok Kerja (Pokja) Biro
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan:

Secara operating procedure, Pokja berada di bawah Biro Pengadaan
Barang/Jasa. Sedangkan standard perating procedure Pokju secara
umum dapat digambarkan dari SOPD yang melakukan permohonan
lelang kepada Biro Pengadaan Barang / Jasa, Biro Pengudaan Barang
dan Jasa. Dalam hal ini Kepala Biro mengeluarkan SK paket pekerjaan
untuk Pokja, Pokja melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan
kembali hasilnya kepada Kepala Biro dan dilanjutkan dengan
pengembalian hasil pengadaan kepada SOPD untuk ditindaklanjuti.
Sedangkan secara fragmentasi kami sudah ada bagian-bagian
tersendiri yaitu Pokja, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Satuan
Organisasi  Perangkat Daerah (SOPD), Admin/operator dan
penyedia/rekanan yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-

masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pokja, terlihat bahwa dalam

implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah secara struktur birokrasi sudah memiliki SOP
dan fragmentasi yang jelas masing-masing unit kerja. SOP dan fragmentasi
sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa di Pemerintan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya hasii
wawancara dengan Toni selaku Admin/Operator LPSE menjelaskan bahwa:

“Struktur organisasi velaksana e-procurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk lini dan staf.
Secara struktur birokrasi Pokja di bawah koordinasi Kepala Biro

nsi Kalimantarn Teng

Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provi

4 Cleglels

Sedangkan admin/ operator LPSE saat ini masih berada di bawah Biro

_ _Administrasi Pembangunan Seidu Provinsi Kaiimantan Tengan. Sesuai
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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SOP, admin/operator bekerja sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP
(PERKA LKPP) yang berisi 17 standar LPSE. Sedangkan secara
fragmentasi, admin/operator  bertanggungjawab terhadap sistem
website LPSE yang memberikan user dan password kepada penyedia

/rekanan serta menjaga jaringan internet tetap aktif (standby)”

Dari hasil wawancara dengan admin/operator terlihat bahwa secara
struktur birokrasi, admin/opcrator memiliki SOP dan fragmentasi yang jelas

dalam pengadaan barang/jasa meiaiui kebijakan e-Procurement.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) B'fO
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11. SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PELAKSANA |
NO. [URAIAN PROSEDUR SKPD I uLp PENYEDIA|  Masks. WKt
LpsE - ouTruT
PA/KPA | PPK_| KEPALA [sexsapm] PoKaa | I [ Peisks,
Sewrctarts 7 Seksi Adm dan Urmum : :
1. |Dokumen penetapan RUP gan Dokumen Penetapsn Phan i
yang  akan
{rengadasn
Sekretarias/ Seaul Adm dan Umum mevryer abkan PS5,
2 [Dokumen penetapan RUP dan Dokunen Rencana 1 hart Spes i
. POKL Teknts/ Gambar,
[petelangan Revic. Kontrak
Dokumen
POKJA yang melaksanekan petelangan memerthsa Rencana
3. $ harh Pelakspnasn
[Aenctapan Rencans Poiakianasn Pome <dasn. Pengadasn yi
sk lengkap
Scklc(lﬂi/ Scks! AN dan Umum meagembaiikan HPS,
a Drkumen penetapan RUP dan Dohumen Roncang| 3 nart Spevifin
- Ipelskionnan mann yang dinyatakan tidak| Teknit/ Gamba:.
Renc. Komtrak
DOK A yaro melak Srstem

5. |daan menetaphan shtem pengadsaan Barang/ Jasa
et iputs Mctode Pemiinan Peoyedia.

Maki 2 han pengadasn yang
shan digunakan

POKJA yang melsksanakan Peielangan memiih
dan menctapkan Metose Pemashan Penamaren,
* Metode Evalussi Penswarsn dan Metode Peniaian|
salifharst.

Pecyusunan  gan  penetapan  Tahapan  sadwal
7. |[Pengadaan olen  POKUA yong metaksanskan
Peictangsn

Py a- Cohumcn
* loteh POKJA yang metaksanakan petctangsn.

|

S 3
Imetaisanakan poses pengacasn Barang/Jasa
9. |ir-oses pengadsan wecara clektromk auskssnakan)
metslur LPSE) diskuti oleh peoyedia yang sudah
wevdaftar pada sistem SOSE

i
|
|
E Surmber | Kaminan G me halimantan Tocpab Nowoe  188.447173/2014
i

Gambar 4.12 SOP Pengadaar: Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan gambar 4.12 dapat dijelaskan bahwa SOP pengadaan

barang/jasa dimulai Sekretaris/Seksi Adm dan Umum mempersiapkan
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dokumen penetapan RUP dan dokumen Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang akan diserahkan kepada pokja yang melaksanakan proses
pelelangan. Pokja yang meiaksanakan pelelangan memeriksa dokumen
penetapan RUP dan dokumen Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan/
Apabila setelah dipenksa masih ada yang kurang lengkap, maka
dikembalikan ke SOPD yang mengajukan. Tetapi apabila setelah diteliti dan
diperiksa dinyatakan lengkap maka pokja dapat melanjutkan dengan
melaksanakan pelelangan, menyusun dan menetapkan sistem pengadaan
barang/jasa meiiputi metode pemilihan penyedia, memiiih dan menetapkan
metode pemasukan penawaran, metode evaluasi penawaran, metode penilaian
kualifikasi, menetapkan tahapan jadwal, dan menetapkan dokumen
pengadaan.

Selanjutnya  hasil ~ wawancara  dengan  Sukarno  selaku
penyedia/rekanan mengatakan bahwa:

“Sebagai penyedia/rekanan, yang berhubungan langsung dengan kami
adalah dengan pokja dan admin LPSE. Sanga: jarang kami berurusan
atau berkomunikasi dengan pejabat struktural pada Biro. Karena kami
memang hanya berada dalam ranah itu. Dengan pokja terkait tahapan

lelang, dengan admin LPSE terkait dengan account /user atau hal-hal

teknis aplikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penycdia./rekanan terlihat bahwa
selama 1ini secara struktur birokrasi sudah tercermin adanya SOP dan
fragmentasi dalam pengadaan barang/jasa di di Pemerintah Provinsi
Kaiimantan Tengah. Hai ini dibuktikan serangkaian prosedur yang harus

diikuti oleh penyedia/rekanan sebelum mengikuti lelang/tender.
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Selain itu, secara fragmentasi bahwa setiap unit kerja suddh
melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti bagian admin/operator yang
membantu penyedia/rekanan untuk mendapatkan account/user id sebeium
mengikut lelang/tender sampai mendapatkan password. Selanjutnya hasil
wawancara dengan Cokorda selaku Kasub Bagian lLayanan mengatakan
bahwa:

“Standard operating prosedure (SOP) disusun berdasarkan Perpres

54/2010 dimana setiap kegiatan dalam pengadaan barang/jasa sudah
diatur prosedur dan jadwalnya termasuk SOP Penyusunan dan
Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan
Barang/Jasa. Sedangkan berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit seperti
Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja dan Admin/ operator. Namun
dalam pelaksanaannya selalu dilakukan koordinasi di bawah Kepala
Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah agar setiap
kegiatan bisa dikontrol dan dikendalikan dengan baik sehingga dapat

merunimalisir kesalahar dan memaksimalkan pencapaian tujuan

pelaksanaan kebijakan e-Procurement”
Dalam impiementasi kebijakan e- Procurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara struktur organisasi terdiri
dari Kepaia Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi Kaiimantan Tengah,
Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kelompok Kerja (POKIJA),

Admin/operator, Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44265
173

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUK (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (I'LP) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
III. SOP Penyampaian Hasil Proses Pengadaan Bararlg[Jasa Pemerintah kepada PPKIPAIKPA

PELAKSANA g
NO. [URALAN PROSEDUR SKPO [ pErvEDA|  Maks Wit :
{ L.
PAnPA | Prr | KEPALA [SEwsaDm] povoa | T 3 i
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Iermuslutken penetapan pemenang oleh POKIA criang
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Gambar 4.13 SOP Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kepada PPK/PA/KPA

Pada gambar 4.13 terlithat bahwa dalam SOP Hasil Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kepada PPK/PA/KPA diawali dengan Fokja ULP
menetapkan pemenang ielang. kemudian Pokja mengirim surat penetapan
pemenang lelang. Pokja ULP mengirimkan dokumen hasil pelelangan
kepada PA/KPA SOPD yang memiliki pekerjean. Prosedur ini diakhiri
dengan PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jjasa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Benius selaku Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa Setda provinsi Kalimantan Tengah / Kepala Unit

Layanan Pengadaan (ULP) dijelaskan bahwa:
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“Secara organisasi, struktur birokrasi dalam pengadaan barang/jasa
di di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengikuti struktur
organisasi pemerintah berdasarkan organisasi lini dan staf dengan
azas komando berada di Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Pokja
dan admin/operator berdasarkan tupoksinya masing-masing. Selain itu
Juea disampaikan secara berkala laporan pelaksanaan proses

pengadaan barang/jasa sesuai SOP yang telah ditetapkan”
Implementasi kebijakan e-Procuremment dalam pengadaan barang/jasa
relatif lancar karena semua ketentuan, prosedur dan syarat sudah jelas dan
mudah dipahami oleh stakeholder. Namun yang periu mendapatkan perhatian
serius adalah pemanfaatan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pada
sektor-sektor yang berhubungan dengan pelayanan publik dan kepentingan
publik sehingga memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan

publik.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP): PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
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Gambar 4.14 SOP Penyusunan dan Penyampaian Secara Berkala Laporan

Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dari gambar 4.14 dapat dijelaskan bahwa SOP Penyusunan dan
Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah diawali dengan persiapan penyusunan laporan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP), semua Pokja
memberikan data pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada sekretariat ULP.
Seianjutnya Kepaia ULP menandatangani laporan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dan diakhir dengan proses Sckretariat ULP Cq. Sub Bagian
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan menyampaikan 1 (satu) rangkap laporan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
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5. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi

Kahiial:an n=DFnﬂIll‘nmnM
ARV J il CTE TULRICIIcT I

a. Faktor Pendukung
Hasil wawancara dengan Stepanus selaku Pelanggan Internal (SOPD)
BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa:

“Kesuksesan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan e-Procurement
dalam pengadaan barang/jasa tidak lepas dari adanya dukungan
personil yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Selain itu adan
faktor pendukung implementasi e-procurement. Faktor kepemimpinan
buik  kepemimpinan  Biro  FPengadaun  Burang/Jusa  maupun

kepemimpinan Kelompok Kerja (POKJA4).”
Selanjutnya hasil wawancara dengan Vitalis S.Kom selaku Kelompok
Kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah
mengatakan bahwa:

“Keberhasiian pelaksanaan kebijakan e-Procurement sangat ditunjang
oleh kepastian dasar hurum pengadaan barang/jasa yang jelas, seria
adanya peiunjukan pelaksancan (juklak) dan petunjuk teinik (juknis)
yang jelas sehingga kami dapat kami selaku pelaksana kebijakan dapat
melaksanakan kebijakan itu dengan tenang, tanpa merasa khawatir
atau takut melanggar aturan, serta idealnya bebas intervensi dari pihak

manapun.”
Hasil wawancara dengan Toni selaku Admin/Qperator LPSE
mengatakan bahwa:

“Impiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
pemerintah sangat mudah karena didukung oleh sistem e-Procurement
melalui aplikasi SPSE sehingga penyedia/rekanan tinggal mendaftar

secara online dan mengisi form dan membuat account untuk
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Hasil wawancara dengan Sukarno selaku rekanan/penyedia
menyatakan bahwa faktor pendukung implementasi e-Procurement sebagai

berikut :

“Menurut saya yang berperan penting dalam proses lelang adalah

pokja. Sehingga SDM Pokja harus yang benar-benar profesional dan

pokja punya integritas. Tidak mudah diintervensi dan adii. "

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cokorda selaku Kasub Bagian
Layanan dijelaskan bahwa:

“Keberhasilan impiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa pemerintah didukung oleh adanya kepastian hukum,
adanya juklak dan juknis yang jelas, adanya aplikasi yang mendukung
serta kerjasama dan koordinasi yang baik antara pelaksana (pokja dan
Unit Layanan Pengadaan) dengan SOPD dan penyedia/rekanan. Selain
itu, keberhasilan implementasi e-Procurement juga didukung oleh
sarana penunjang yang ada sehingga mempermudah dan
memperlancar pelaksanaan e-procurement pengadaan barang/jasa

pemerinfah”
Selanjutnya hasil wawancara dengan Beniu selaku Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa setda Provinsi Kaiimangian Tengah/ Kepala Unit
Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan bahwa:

“Dalam  implementosi  kebiiakan  e-Procurement  pengadcan
barang/jasa pemerintah ada beberapa faktor pendukung yaitu sarana
dan prasarana sangat memadai, sumber daya manusia pengadaan
barang/jasa yang profesional, adanya regulasi di bidang pengadaan
barang/jasa sangat jelas, serta dukungan pimpinan (Gubernur,Assiten
1. Kepala Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat pengambil

keputusan lainnya).  Dukungan ini sangat memperlancara dan
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mempermudah proses kebijakan e-Procurement sehingga pelaksanaan
pengadaan barang /jasa lebih maksimal. Untuk ULP Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, salah satu keunggulan nya adalah
sebagai salah satu ULP Percontohan dari LKPP. Sehingga kami,
khususnya pokja telah mendapatkan pelatihan dari jenjang dasar,
menengah sampai spesialis di bidang pengadaan. Pokja ULP dan Biro
PBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengenal dan

mulai menerapkan program modernisasi pengadaan.”

Secara umum, implementasi kebijakan e-Procurement di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini terwujudkan
karena adanya faktor-faktor pendukung diantaranya adalah adanya sumber
daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai serta adanya koordinasi
yang baik diantara pelaksana (implementor) dari kebijakan e-Procurement.
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik diantara peiaksana melahirkan
komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan e-Procurement
yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan dan
akuntabel.

b. Faktor Penghambat

Hasil wawancara dengan Stepanus selaku Pelanggan Internal (SOPD)

BPSDM Provinsi Kaiimantan Tengah dikatakan bahwa:
“Selama pelaksanaan rxebijakan e-Procurement dalam pengadaan
barang/jasa beberapa faktor penghambat yang ditemukan adalah
kurangnya informasi yang diterima oleh SOPD terkait dalam
penerapan peratuian pengadaan barang / jasa yang baru dan masih
diterapkannya mindset bahwa pengadaan barang dan jasa tetap bisa
“diatur”. Kurangnya informasi yang diterima oleh penyedia / rekanan

dalam penerapan peraturan pengadaan burang / jasa yang baru yang
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banding dan aduan yang berdampak pada proses pengadaan barang /

Jjasa dan pelaksanaan pekerjaan”

Hasil wawancara dengan Vitalis selaku Kelompok Kerja (Pokja) Biro
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa:

“Menurut kami ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat
pelaksanaan  e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu belum tetapnya pokja,
menjadikan kurang efektifnya pokja dulam menyelesaikan pekerjaan

serta belum permanennya anggota pokja pada instansi dalam hai ini

langsung antar anggota pokja dan rentannya tekanan yang didapat
oleh anggota pokja yang bukan dari biro.Selain itu tidak berfungsinya
kartu kendali dalam penerapan pembagian paket pekerjaan yang
berimbas pada ketimpangan jumlah paket yang diterima oleh masing-
masing pokja (dimana ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan
antar anggota pokja yang diawali dengan rasa curiga adanya
permainan tidak sehat dalam pembagian paket pekerjaan baik dari segi
Jenis ataupun banyaknya jumlah pekerjaan). Dari segi penvediaan
fasilitas,  kurangnya fasilitas pendukung untuk pokja dalam
menyelesaikan pekerjaan dan insentif yang dirasa masih kurang
memadai jika dibandingkan dengan beban kerja dan isiko pekerjaan
oleh pokja. Kemudian dukungan anggaran melaksanakan tahapan
lelang vang sering tidak diakomodasi oleh SOFD. Misalnya untuk
perjalanan dinas verifikasi lapangan sering tidak dianggarkan.
Padahal dalam dokumen lelang mensyaratkan adanya surat dukungan
produk untuk pekerjaan yang dilelangkan. Pada saal kaji ulang
memang sudah di bahas antara pokja dan dinas. Seringkali dinas
menjanjikan akan merevisi anggaran agar biaya perjalanan dinas
untuk mendukung proses lelang diakomir. Tetapi seringkali sampai

pada tahapan verifikasi ternyata dana belum ada atau belum siap.
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Akhirnya pokja sering terlambat melaksanakan tahapan ini. Menunggu

3

kesiapan dari dinas menyediakan anggaran.’

Hasil wawancara dengan Sukarno selaku rekanan/penyedia menyaiakan

bahwa faktor penghambat implementasi e-Procurement sebagai berikut :

“Salah satu penghambat proses e-Procurement adalah masih adanya
intervensi dari pihak internal terhadap pokja. Misalnya dengan
persyaratan dalam dokumen lelang yang berlebihan, sehingga hanya
segelintir penyedia yang siap sampai batas wakru pemasukan
penawaran. Sebagaimana salah satu prinsip pengadaan adalah adil.
Artinya pokja harus bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan
apapun selama proses lelang. Pokja wajib memiliki integritas dalam

bekerja.”
Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Cokorda selaku Kasub
Bagian Layanan yang mengatakan:

“Faktor penghambat yang masih kami temukan daiam pelaksanaan
kebijakan e-Procuremeni yaitu dana yang belum sepenuhnya
dibebankan pada Biro Pengadaan Barang /Jasa serta anggaran yang
belum memenuhi dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa. Misalnya uiituk pembelian alat tulis kantor (atk) dan
biaya perjalanan dinas untuk verifikasi lapangan. Selama ini kami
sering mendengar keluhan pokja terkait kesiapan dana dari SOPD
untuk melaksanakan verifikasi lapangan. SOPD mensyaratkan surat
dukungan untuk suatu paket, artinya harus siap anggf-l-ran untuk pokja
melaksanakan proses verifikasi. Namun kenyataannya sering tidak ada
sehingga di kompromikan dengan dana taktis yang entah dari mana. Itu
keluhan pokja yang seringkali kami dengar. Artinya dukungan dana
dari SOPD juga harus ada dalam proses ielang.”

Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksana dituntut untuk
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pihak, pelaksana kurang mendapatkan apresiasi berupa reward yang memadai
sesuai dengan resiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung. Hal ini
tentu berdampak pada menurunnya motivasi pelaksana daiam meiaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu kurangnya dukungan anggaran/
biaya dari SOPD yang mempunyai paket pekerjaan dalam proses lelang. Ini
tentu membuat proses Ieiang menjadi terhambat dan mengubah jadwal leiang
yang telah ditetapkan menjadi lebih panjang/ lama.

Kondisi ini kami crosscheck dengan Benius selaku Kepala Biro
Pengadaan Barang/jasa/ Kepala Unit Layanan Pengadaan {ULP) Provinsi
Kalimantan Tengah yang mengatakan:

“Dalam  implementasi  kebijakan  e-Procurement  pengadaan
barang/iasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan

beberapa faktor penghambat yaitu masih adanya intervensi dari

personil/aparatur pengadaan barang/jasa di SOPD karena mutasi,
kompetensi aparatur pengadaan barany/jasa di SOPD iidak sesuai
dengan harapan Biro Pengadaan Barang/Jasa serta masih adanya
kriminalisasi terkadap aparatur pengadaan barang/jasa di SOPD dan

Biro Pengadaan Barang/Jasa”
Dari hasil wawancara dengan Kepala Biro»Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengah terlihat bahwa dalam kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah tidak iepas dari intervensi dari pihak iain, karena ada kepentingan

untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dilelang.
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C. Pembahasan dan Temu:in

Menurut Edward HI, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang
dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan kebijakan sebagai bentuk
konsekuensi kebijakan publik (consquences of public policy). Namun dalam
membuat kebijakan, seyogyanya pemeriniah juga harus mengkaji teriebin dahuiu
dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan (the impnct of the policy) itu
terhadap masyarakat atau kelompok sasaran (target group). Dengan demikian
suatu kebijakan tidak akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat apalagi
sampai berdampak negatif terhadap masyarakat. Edward III mcmiliki 4 (empat)
variabel dalam mengkaji implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi

Variabel komunikasi dalam proses implementasi kebijakan memiliki
fungsi untuk menganalisis efektivitas pesan yang dikirimkan komunikator
kebijakan dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh
komunikan kebijakan sehingga tercapai tujuan dari kebijakan itu. Komunikasi
merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dari suksesnya
implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengan.

Proses komunikasi dapat dilihat dari penyaluran informasi kepada
implementor kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kaiimantan Tengah, kejeiasan informasi yang disampaikan kepada
stakeholder (SOPD dan penyedia/rekanan) serta konsistensi kebijakan yang

dipahami oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah.
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Komunikasi pada konsep implementasi kebijakan publik menganalisis
apakah pesan (message) yang dikirimkan komunikator kebijakan dapat
diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan kebijakan. Apabila pesan
yang dikirim komunikator dapat diterima dengan jelas, maka komunikasi
dalam implementasi bisa dikatakan efektif. Namun komunikasi bisa dikatakan
efektif jika pesan dari tujuan kebijakan (policy objectives) yang disampaikan
komunikator tidak hanya bisa diterima dengan jelas, namun juga dapat
mempengaruhi dan dilaksanakan oleh komunikan.

Komunikasi merupakan variabeli yang sangat penting dalam
keberhasilan suatu kebijakan termasuk kebijakan e-procurement pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana
Edward IiI katakan bahwa kepuwsan kebijakan dan perintahnya (policy
decision and order) harus ditransmisikan dengan tepat kepada target groups
serta dikomunikasikan dengan akurat dan jelas sehingga mudah dimengerti
dengan cepat oleh pelaksana (impiementor). Selanjutnya Edward IiI juga
mengatakan bahwa beberapa hal penyebab terjadinya komunikasi yang tidak
konsisten sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi implementasi
kebijakan, diantaranya adaiah transmisi yang dilakukan (transmission carried
out), tingkat kejelasan (level of clarity) dan tingkat konsistensi (level of
consistency) dari komunikasi.

Dalam impiementasi kebijakan e-Procurement dailam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana hasil
penelitian terlihat bahwa transmisi dilakukan menggunakan media teknologi

informasi dalam bentuk apukasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
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dan Sistim Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (SIAP BAJASA), tingkat
kejelasan dalam implementasi kebijakan e-Procurement terlihat dari semua
tingkat konsistensi terlihat dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pokja
Unit Layanan Pergadaan (ULP) kepada penyedia/rekanan dalam pengadaan
barang/jasa, serta sikap dukungan pelanggan internal (SOPD) terhadap proses
pengadaan barang/jasa.

Adanya  misscomunication  dalam  implementasi  kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah merupakan bentuk dari tidak dilaksanakannya pesan informasi secara
utuh, yang berarti bahwa pesan tersebut mengalami distorsi sehingga
menimbuikan kekurang pahaman (fack of understanding) pihak lain. Jjika
kegagalan pesan dianggap sebagai ketidak jelasan informasi kebijakan maka
dapat ditelaah berdasarkan teori Edward ill. Edward 1lI mengemukakan
ketidak jeiasan (lack of ciarity) informasi kebijakan disebabkan oieh beberapa
faktor, antara lain kompleksitas pembuatan kebijakan publik (complexity of
policymaking), penolakan masyarakat (public opposition); serta tidak
tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan (competing goals and the
need for consensus).

Kompleksitas pembuatan kebijakan merupakan dampak dari kurang
lancarnya komunikasi daiam pengaturan pengadaan barang/jasa. Komunikasi
pengadaan barang/jasa kurang diatur secara jelas dan tegas khususnya
mengenai sosialisasi sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa dengan

membuat pola komunikasi (communication pattern) yang rinci.
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Faktor penolakan masyarakat (public opposition) yang menyebabkan
ketidakjelasan informasi terbagi dalam dua sisi yaitu masyarakat yang
menjadi obyek kebijakan (policy object) karena kena dampak iangsung dari
kebijakan, dan masyarakat yang tidak kena kebijakan secara langsung.
Dampak dari kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa
Pemerintath Provinsi Kaiimantan Tengah dapat menciptakan optimalisasi
pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan pengadaan yang dilakukan
secara konvensional.

Berdasarkan observasi di lapangan, masih ditemukan pola komunikasi
yang kurang baik, khususnya kepada penyedia/rekanan. Penyedia/rekanan
merasakan masih ada kurang jeiasanya informasi. Baik itu daiam dokumen
lelang, penjawab pertanyaan penyedia/rekanan sampai penyampaian hasil
evaiuasi. Bahasa yang terlalu singkat (ringkas) malah seringkali tidak
menggambarkan maksud atau hasii secara keseluruhan. Sehingga pesan atau
informasi yang ingin disampaikan bisa menjadi multi tafsir oleh penerima
pesan.

Faktor penyebab ketidak jeiasan informasi yang iain adaiah adanya
kondisi tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan (competing
goals and the need for consensus). Kondisi ini menyebabkan implementasi
kebijakan pengadaan barang dan jasa secara e-Procurement sangal Giiematis.
Di satu sist melihat dari segi manfaat bahwa pengadaan barang dan jasa dapat
menciptkaan pola komunikasi aktor-aktor kebijakan yang transparan, namun
pada sisl iain kebijakan pengadaan barang/jasa justru kurang meningkatkan

pola komunikasi yang transparan.
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Dalam hasil atau penetapan pemenang, ketika masa sanggah, ada
penyedia/rekanan yang melakukan sanggah terhadap hasil lelang. Biasanya
kurang puas atas hasii evaluasi pokja, padahal merupakan penawaran
terendah. Karena memang dalam pemilihan penyedia banyak faktor yang
dapat menjatuhkan penawaran penyedia. Biasanya biasnya pemahaman
terhadap dokumen lelang. Dari sisi pelanggang internal juga masih teriihat
ada ketidak konsiten pelanggan internal (SOPD) dalam mendukung proses
pengadaan barang/jasa. Keluhan pokja terhadap ketersediaan dana untuk
meiakukan salah satu tahapan leiang yaitu tahap verifikasi menjadi saiah satu
penghambat optimalisasi waktu pengadaan barang/jasa.

Namun demikian terdapat juga pola komunikasi yang cukup baik.
Yaitu adanya poia komunikasi dua arah antara Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Provinsi Kalimantan Tengah dengan penyedia/ rekanan dimana pada
website Unit Layanan Pengadaan (UI.P) menyediakan forum keluhan
terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada kejelasan
komunikasi kebijakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa
di Pemerintah Provinsi Kaiimantan Tengah masih beium optimai. Kondisi ini
didasarkan pada masih terdapat komunikasi yang kurang jelas, dimana
ketidak jelasan tersebut berimplikasi pada miss comunication tukan saja pada
komunikasi-komunikasi pegawai, melainkan juga terjadi pada penyedia/
rekanan, dan pelanggan internal (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Bila dilihat dari konteks kebijakan pengadaan barang/jasa, maka

kebijakan e-Procurement bukan suatu Kkebijakan yang baru. Kebijakan
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sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang Jasa Pemerintah. Kemudian keluar
Keputusan Presiden Repubiik indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepres ini
diperkuat dengan keiuarnya Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 32
Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seteiah itu, keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atasKeputusan Presiden Ncmor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Kemudian disempurnakan lagi dengan keluarnya Peraturan
Presiden Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jjasa Pemerintah. Seianjutnya muncui Peraturan Presiden
Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintan.

Kebijakan pengadaan barang/jasa diatur lagi dalam Peraturan Presiden
No. 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam Keppres No. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Peiaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, kemudian
dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 1997tentang perubahan ketujuh

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
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Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seiain itu, berdasarkan hasii peneiitian, juga dapat disimpuikan masinh
adanya inkonsistensi informasi pada implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu
diperiukan perubahan perilaku adaptasi baik dari peiaksana (implementor)
maupun dari kelompok sasaran (target group) terhadap perkembangan
teknologi khususnya yang menyangkut e-Procurement sehingga kebijakan
e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah dapat diimplementasi dengan baik dan benar.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya (resources) memiliki peran penting
dailam  keberhasilan  implementasi  kebijakan. Apabila  peiaksana
(implementor) kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaan implementasi kebijakan tidak
akan berjaian secara efektif, meskipun kebijakan impilementasi kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemenntah Provinsi Kalimantan
Tengah telah ditransmisikan secara jelas, akurat dan konsisten. Adapun
indikator sumber daya terdin dari beberapa ciemen, yaitu staf, infoimasi,
wewenang, dan fasilitas.

Sebagaimana Edward 1II katakan bahwa dua bahasan pokok dalam
menganaiisis sumber daya staf (stajf resources) yang dibutuhkan dalam
implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
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kualitas (skills). Dari segi size berkaitan dengan jumlah staf/pegawai yang
dilibatkan dalam impelementasi kebijakan, sedangkan dari segi kualitas
berkaitan dengan kemampuan dan keterampiian staf.

Ketersediaan sumber daya staf baik secara kualitatif maupun
kuantitatif akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa melalui e-Procurement. Dengan staf yang berkualitas dan jumliah
yang memadai maka implementasi kebijakan menjadi lancar, dan sebaliknya
apabila sumber daya staf kurang maka akan menghambat implementasi
kebijakan e-Procurement daiam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sumber daya staf secara
kualitas di semua bidang pelayanan sudah memadai. Dikatakan memadai
karena pokja yang berasai dari Biro Pengadaan Barang/ jasa teiah mengikuti
dan memiliki sertifikat keahlian. Sertifikat ahli pengadaan sampai tingkat
spesialis merupakan nilai tersendiri dan keunggulan bagi pokja ULP Provinsi
Kalimantan Tengah untuk menunjukkan kualitas profesionainya. Sebagai
salah satu ULP percontohan di Indonesia, ULP Provinsi Kalimantan Tengah
selain mendapat pelatihan dari LKPP juga pendampingan menuju

modernisasi pengadaan atau ULP sebagai Center of Exceilent. Namun dari
segi kuantitas, pada bagian admin/operator masih kurang memadai sehingga
kurang maksimal dalam memberikan informasi pelayanan administrasi
yang dilelang/ditenderkan maka akan semakin banyak penyedia/rekanan yang

harus dilayani. Dan hal itu tentu memerlukan sumber daya staf yang memadai

untuk memberikan peiayanan elektronik.
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Menurut Edward III bahwa sumber daya informasi (information
resources) dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk, yaitu yang
pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan
(how to implement policies). Implementor harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
Kedua informasi mengenai data kepatuhan (compiiance data) dari pelaksana
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam
peiaksanaan kebijakaan tersebut patuh terhadap hukum. Informasi juga
menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi
yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu
kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya informasi tidak
hanya sebatas data dan informasi, meiainkan juga mencakup perangkat keras
(hardware), perangkat lunak (sofiware), operator, programmer dan pemakai
informasi (information user). Kontribusi sumber daya informasi adalah
memberikan informasi yang bersifat esensial dalam penyeiesaian masalah,
pembuatan rencana kerja berikutnya serta sumber daya strategis untuk inovasi.
dan pengambilan keputusan pada suatu instansi pcmerintah.

Dilihat dari aspek operator masih periu adanya penambahan minimal
(dua) orang untuk membantu. Saat ini hanya ada 1 (satu) operator yang
bertanggung jawab terhadap kurang lebih 500 paket pekerjaan. Selain itu

Juga periu adanya penambahan terhadap hardware khususnya personal
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computer dan printer. Dengan demikian kinerja bagian admin/ operator akan
semakin cepat dan mudah dalam memberikan pelayanan kepada
penyedia/rekanan dan SOPD.

Selanjutnya Edward III menyebutkan bahwa sumber daya
kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang
dimiiiki oleh suatu iembaga akan mempengaruhi iembaga itu daiam
melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika
mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera
diselesaikan dengan suatu keputusan (decision). Demikian puia daiam
implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah  bahwa kewenangan akan menentukan
keberhasiian dari implementasi kebijakan tersebut. Dimana sumber
kewenangan kelompok kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan Kepala Riro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan kewenangan
personalia Biro Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Kejelasan kewenangan (ciarity of authority) akan memberikan
dampak positif bagi pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Dengan kewenangannya itu, pelaksana dapat mengambil keputusan sesuai
dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian kejeiasan kewenangan
akan memberikan otoritas atau legitimasi bagi para implementor guna
mengambil keputusan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan (policy

objectives).
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Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sumber
daya yang berkaitan dengan kewenangan (authority) dalam implementasi
kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing
pihak pelaksana. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa setiap
peiaku utama kebijakan harus diberi wewenang/legalitas yang cukup untuk
membuat keputusan guna melaksanakan kebijakan yang menjadi
kewenangannya sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efektif. Wewenang
berperan penting dalam suatu kebijakan terutama untuk meyakinkan dan
menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan
tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan fakior fasiiitas (peraiatan) daiam kebijakan,
Edward IIl menyatakan bahwa sumber daya peralatan (facility resources)
merupakan sarana operasional implementasi kebijakan yang terkait dengan
gedung, tanah, dan sarana yang memudahkan dalam memberikan peiayanan
dalam implementasi kebijakan. Fasilitas tisik merupakan salah satu faktor
penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor bisa saja memiiiki staf yang memadai baik secara
kuantitas maupun kualitas, memiliki pusat informasi yang canggih, dan
memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, namun
tanpa ada dukungan fasiiitas (sarana dan prasarana) maka implementasi
kebijakan tidak akan berhasi! dengan baik. Fasilitas digunakan untuk

mendukung pelayanan baik secara administrasi, teknis maupun elektronik.
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Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam
implementasi suatu kebijakan. Meskipun secara kualitas sudah cukup
memadai, namun kalau secara kuantitas masih kurang memadai juga dapat
menyebabkan lambatnya penyelesaian kegiatan pengadaan barang/jasa.
Pengadaan fasilitas baik secara kualitas maupun kuantitas yang memadai
merupakan suatu keharusan guna menunjang keberhasilan dalam
implementasi kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberadaan fasilitas (sarana dan prasarana) akan mendukung apabila
secara kualitas maupun kuantitas sangat memadai, namun sebaliknya akan
menjadi faktor penghambat apabila keberadaannya kurang memadai. Untuk
itu pelaksana kebijakan harus bisa memastikan ketersediaan fasilitas yang
memadai sehingga dalam proses pelaksanaan tidak akan menjadi faktor
penghambat sehingga hasil implementasi menjadi kurang maksimal.

Sumber daya fasiiitas merupakan sarana dan prasarana yvang
dibutuhkan secara operasiona! untuk memberikan layanan administrasi
maupun  elektronik  kepada pelanggan internal (SOPD) maupun
penyedia/rekanan. Sumber daya fasilitas dalam implementasi kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah terbagi dalam dua bagian yaitu fasilitas tidak bergerak seperti gedung
kantor, komputer, printer, scanner dan fotocopy, serta fasilitas yang bergerak
seperti kendaraan operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sumber

daya fasilitas (sarana dan prasarana) secara Kuaiitas masih harus di benahi dan
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ditingkatkan, secara kuantitas perlu penambahan guna lebih mengoptimalkan
kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dimaknai sebagai keinginan, kemauan,
dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk meiaksanakan kebijakan
secara sungguh-sungguh guna mewujudkan tujuan kebijakan. Jika para
pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, berarti adanya dukungan,
maka kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya,
perilaku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para
pembuat keputusan (decision maker), maka proses pelaksanaan suatu

kebijakan menjadi kurang efektif.

Iinplementor dalam kebijakan e-Procuremeni pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai-nilai (values) yang
dianutnya yang bisa saling berbeda antara pelaksana yang satu dengan
pelaksana lainnya. Perbedaan nilai masing-masing vpeiaksana dapat
menimbuikan perbedaan kebijakan daiam memahami setiap keputusan. Jika
perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebiiakan terlalu
besar maka akan menimbulkan kecenderungan berlawanan arah udak sejalan
sehingga dapat mempengaruhi arah peiaksanaan kebijakan.

Dalam variabel disposisi terkandung dua indikator yaitu pengangkatan

birokrasi dan insentif. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan
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e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrais). Salah satu
penyebab kegagaian implementasi kebijakan adaiah staf atau pegawai yang
kurang memadai ataupun kurang berkompeten. Untuk itu perlu pengangkatan
staf yang memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dari posisi dan tugas
yang akan diembannya. Seperti pernah mengikuti pelatihan pengadaan
barang/jasa dan memiliki sertifikasi pengadaar barang/jasa.

Sebagaimana yang Edward Il katakan bahwa jika ingin implementasi
kebijakan berhasii secara efektif dan efisien, maka para peiaksana
(implementors) harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai
kemampuan dan kemauan untuk melakukan kebijakan tersebut guna
mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. jika pelaksana (impicmentor) suatu
kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana (implementors) kebijakan tidak
hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki
motivasi, integritas dan komitmen untuk meiaksanakannya, sehingga daiam
praktiknya tujuan kebijakan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan sikap pelaksana, Edward III mengatakan bahwa
sikap yang baik atau periiaku positif para pelaksana (implementors) terhadap
suatu kebijakan menandakan adanya suatu dukungan yang mendorong para
pelaksana melaksanakan kewajiban sesuai yang diinginkan oleh para pembuat
kebijakan (policy maker). Namun sebaliknya, apabila perilaku atau perspektif
para pelaksana (implementors) berbeda keinginan dengan para pembuat

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi berat.
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Disposisi merupakan karakteristik atau watak dari para pelaksana
(implemeniors) seperti sifat kejujuran, memiliki komitmen yang tinggi, serta
berjiwa demokratis akan berdampak pada pelaksanaan impiementasi
kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa. Dengan adanya sifat
yang jujur, memiliki komitmen serta berjiwa demokratis, maka para
pelaksana dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan
dengan baik, lancar dan efektif. Namun apabila sikap para pelaksana kurang
mendukung maka impiementasi kebijakan e-Procurement daiam pengadaan
barang/jasa tidak akan terlaksana dengan baik dan efektif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangkatan pejabat
strukturai diiingkup Biro Perngadaan Barang/jasa Setda Provinsi Kalimantan
Tengah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
Begitu juga dengan Kelompok Kerja (Pokja) juga ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kaiimantan Tengah, dalam teknis tugas
mengerjakan paket pekerjaan yang akan dilelangkan ditetap melalui Surat
Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalunantan
Tengah/ Kepaia Unit I.ayanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Kalimantan
Tengah. Sebagai konsekuensi pengangkatan sebagai pokja dan
admin/operator program SPSE diberikan insentif berupa honorarium setiap
bulan. Saiah satu tujuan pemberian insentif adaiah sebagal motivasi bagi
pokja dan admin/operator program SPSE dalam bekerja. Namun dari hasil
penelitian, pokja dan admin/operator SPSE merasa bahwa jumlah insentif

yang diberikan masih tidak sesuai dengan beban kerja serta resiko pekerjaan.
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Beban kerja karena paket yang di lelangkan kurang lebih 500 paket
pekerjaan, menyita waktu di luar jam kerja (lembur). Begitu juga dengan
resiko pekerjaan. Bagaimanapun pokja rentan berhadapan dengan
konsekuensi hukum dalam hal mengambil keputusan (menetapkan
pemenang). Pihak yang merasa kalah lelang bisa saja mengambil langkah
hukum atas keputusan pokja. Secara manusiawi pokja juga rentan terhadap
tawaran berkolusi dengan salah satu penyedia. Insentif yang memadai
memang tidak menjamin bahwa pokja ataupun admin/operator LPSE.
terlepas dari godaan yang ditawarkan oieh penyedia untuk melakukan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Namun pemberian insentif yang
memadai menunjukkan penghargaan atas profesi insan pengadaan dalam hal

in1 baik pokja maupun admin/operator LPSE.

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi (bureaucratic structure) mervpakan karakteristik,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam
badan eksekutif yang mempunyai hubungan timbal balik sesuai dengan
kewenangan yang mereka miliki dalam menjalankan suatu kebijakan.
Komponen struktur birokrasi terdiri dari struktural formal organisasi dan
atribut yang tidak formal dari personil pelaksana. Selain itu, adanya ikatan-
ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran (acrors) daiam
implementasi kebijakan e-Procurement.

Struktur birokrasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup beberapa aspek yaitu
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dan sebagainya. Secara struktur organisasi pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibawah kendali Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah yang berkoordinasi
dengan SOPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam
perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Saiah satu aspek penting dalam struktur organisasi adalah adanya
prosedur kerja. Prosedur kerja adalah prosedur atau standar yang dijadikan
acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur kerja
yang jeias maka impiementasi kebijakan dapat disesuaikan dengan rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana pendapat Edward III bahwa
dengan menggunakan SOP maka para pelaksana (implementor) dapat
menggunakan waktunya dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat
birokrasi dalam organisasi.

Dalam suatu organisasi, sifat struktur birokrasi yang berpengaruh
daiam peiaksanaan kebiiakan e-Procuremen: pengadaan barang/jasa adalah
fragmentasi organisasi pelaksana. Tanggung jawab yang tersebar, seringkali
menjadikan rumitnya koordinasi, apalagi dilakukan oleh pelaksana yang
memiiiki karakteristik, sikap dan perilaku yang beragama. Namun seiama

_ fragmentasi itu bisa diawasi dan dikendalikan oleh satu unit/organ organisasi
maka fragmentasi Dbisa mendukung pencapaian tujuan kebijakan
e-procurement yaitu pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabei.

Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur organisasi dalam

pengadaan parang/jasa terdiri dari Kepaia Biro Pengadaan Barang/jasa Setda
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Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kelompok
Kerja (POKJA), Admin/operator, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Semua
pelaksana bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa secara
elektronik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut bekerja secara
profesional dan efektif. Untuk itu perlu adanya struktur birokrasi yang jelas
dan tepat sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan
dan kewenangan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik birokrasi.
Demikian juga dalam fragmentasi tanggung jawab juga harus memperhatikan
asas profesionalitas dan proporsionalitas baik secara personalia maupun
keiembagaan.

Dampak dari banyaknya fragmentasi adalah adanya pandangan yang
sempit dart pelaksana birokrasi. Bila suatu unit kerja/badan mempunyai
fieksibiittas yang rendah daiam misi-misinya maka unit kerja/badan akan
tetap mempertahankan keberadaan dan ego sektoralnya, sehingga hal ini
dapat menyebabkan timbulnya friksi-friksi diantara birokrasi pelaksana.
Dengan adanya friksi-friksi maka dapat menyebabkan pengeiompokan
masing-masing individu yang saling bertentangan.

5. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan ™enghambat Implementasi

Kaohitalian L _Dancrresssessed
Nnlujanan L1 joiuicineiu

a. Faktor Pendukung
Implementasi suatu kebijakan merupakan alat administrasi hukum dari

berbagai prosedur, icknik, organisasi dan aktor yang bekerja secara
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bersama-sama ‘dalam melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ada
beberapa faktor pendukung berdasarkan hasil penelitian.

Implementasi e-Procurement tidak akan berjalan dengan efektif
apabilia tidak didukung oleh sumber daya personalia, baik sebagai staf, Pokja,
maupun admin/operator. Sumber daya personalia yang memadai baik secara
kualitas maupun kuantitas merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya
kebijakan e-Procurement. Sumber daya personalia merupakan penggerak
bagi pelaksanaan e-Procurement.

Suatu kebijakan juga harus memiliki landasan hukum yang jelas, agar
peiaksana kebijakan daiam mengimpiementasikannya dengan baik dan benar
sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berakibat pada kurang
maksimalnya implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ketidak
pastian dasar hukum suatu kebijakan akan membuat bingung, takut dan resah
pelaksana kebijakan, sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal.

Salah satu faktor kemudahan dalam implementasi adalah pemahaman
vang mudah dari isi kebijakan. Adanya pemahaman yang mudah terhadap isi
kebijakan akan mempermudah pelaksana dalam melaksanakan isi kebijakan
tersebut, termasuk adanya aplikasi pendukung kebijakan tersebut. Dengan
adanya aplikasi e-Procurement yang memadai maka akan memberikan
dampak pada hasil pelaksanaan yang lebih baik dan maksimal sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan.
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Sarana dan prasarana memadai juga menjadi salah satu faktor
pendukung keberhasilan kebijakan e-Procurement. Sarana dan prasarana
seperti gedung kantor yang mudah dijangkau oieh para peiaku kebijakan
e-Procurement, kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas, fasilitas
pendukung seperti komputer, laptop, printer, mesin foto copy, serta jaringan
internet dengan kecepatan yang tinggi.

Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap metode kerja serta
konsep dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Konsep baru
dajlam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah modernisasi pengadaan.
Terpilihnya ULP Pemerintah Provinsi Kalimentan Tengah sebagai salah satu
ULP Percontohan di Indoensia memberi keuntungan bagi pokja dan Biro
Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai ULP
Percontohan adanya pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan tentang
konsep modernisasi pengadaan dari LKPP memberi kemajuan yang baik bagi
ULP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Suatu program/ kegiatan yang direncanakan dengan sa2ngat baik, tetapi
tanpa dukungan dari stakeholder atau pembuat kebijakan di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan ada hasiinya. Sehingga dukungan
dari atasan atau pembuat kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam

keberhasilan e-Procurement.

b. Faktor Penghambat
Selain adanya faktor pendukung, juga ada faktor penghambat dalam
implcmentasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah
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disesuaikan dengan pembagian fugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-
pembatasan vang kurang jelas di antara pelaksana baik dari Pokja maupun
SOPD.

Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/ jasa
seringkali menimbulkan konflik baik dari pelaksana (implementor) maupun
dari kelompok sasaran (farget groups), artinya ada anggapan dari sebagian
kelompok yang merasa dirugikan (looser) dan ada kelompok lain yang
diuntungkan (grainer). Dampaknya, akan muncul masalah yang berasal dari
kelompok atau orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk mempersulit,
menghalang-halangi, tindakan komplain, bahkan benturan fisik bisa saja
terjadi. Intinya, semakin besar konflik kepentingan (conflict of interest) yang
terjadi dalam impiementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa,
maka pencapaian tujuan implementasi semakin kurang efektif.

Aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah
adanya perubahan perilaku (changes in behavior) dari impiementor dan
kelompok sasaran (target groups) dari penyedia/rekanan. Maksudnya,
sebalum suatu kebijakan diimplementasikan, maka perlu adanya sosialisasi
pengenaian terhadap poia kebijakan vang baru itu, sehingga semua peiaksana
(Pokja, SOPD dan Unit Layanan Pengadaan) dan kelompok sasaran
(peniyedia/rekanan) memahami isi dari kebijakan tersebut, baik dari segi
proses, prosedur/tata cara, syarat, tempat dan sebagainya, sehingga tidak
menimbulkan ketakutan, kecemasan dan resistensi dari para stakeholder.

Kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat terjadi karena adanya

intervensi dari eksternai pelaksana (shadow power, yang memiiiki
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kepentingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berorientasi
kepada keuntungan (profit orienfed) sehingga berusaha mempengaruhi
impiementor kebijakan baik melaiui bujukan, janji bahkan bisa dengan cara
intimidasi agar kepentingannya dapat diakomodir. Hal ini tentu dapat
menyebabkan pelaksana pengadaan barang/jasa tidak dapat bekerja secara
tenang karena dibawah tekanan pihak iain.

Selain itu, kegagalan implementasi kebijakan juga bisa terjadi karena
adanya ketimpangan dalam pembagian potensi diantara para pelaku yang
teriibat dalam impiementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan diferensiasi
tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari pelaksana. Selain itu secara struktur
organisasi pelaksana juga dapat menimbulkan masalah apabila pembagian
wewenang dan tanggungjawab kurang sesual dengan pembagian tugas serta

reward yang diterima pelaksana.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis berkaitan
dengan implementasi kehijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Dalam implementasi kebijakan e-Procurement di Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah berdasarkan pendapat Edward 111 terlihat bahwa:

a. Komunikasi dilakukan dengan dua cara : meiaiui media elektronik
(apliasi SPSE dan SIAP BAJASA) serta melalui tatap muka dalam
bentuk rapat koordinasi dan sosialisast kepada pelaksana (SOI'D,
Pokja dan admin operator) dan keiompok sasaran (penyedia/
rekanan). Dalam hal kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan
masih terdapat misskomunikasi, dimana penyampaian pesan dari
peiaksana (pokja) seperti bersifat normatif bagi penerima pesan
dalam ha! ini penyedia/ rekanan. Dalam hal konsistensi secara
internal juga masih ketidaksamaan penyajian dokumentasi berkas
hasii peiaiangan

b. Sumber daya terdiri dari sumber daya staf yang memiliki sertifikasi
ahli pengadaan barang/ jasa. Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit
Layanan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki

SDM yang memiliki kompetensi, sumber daya informasi berupa
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aplikasi SPSE dan SIAP BAJASA, sumber daya wewenang sesuai
job description berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan
Tengah, dan sumber daya fasilitas berupa sofware, hardware,
jaringan internet dan fasilitas kantor yang dinilai harus ditingkatkan
guna mendukung proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang
efektif dan efisien

c. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi dilakukan melalui
seleksi kelayakan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Kaiimantan Tengah, dan insentif yang diberikan
kepada pelaksana berupa honor. Nilai honorarium yang diberikan
kepada Kelompok Kerja (Pokja) dan Admin/ Operator LPSE saat ini
dirasa tidak sebanding Dengan beban kerja dan resiko pekerjaan
yang dihadapi.

d. Struktur Organisasi pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah terdiri dari Kepaia Biro Pengadaan Barang/ jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengzh, Kepala Bagian, Sub Bagian, Staf
Pelaksana, Pckja dan Admin/Operator LPSE. SOP yang dimiliki
Biro Pengadaan Barang/ Jjasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
sudah cukup baik dan jelas.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
e-Procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah yaitu :
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2. Aplikasi SPSE dan SIAP BAJASA sangat mudah dioperasikan. -

U2

Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional.

4. Terpilih sebagai salah satu ULP Percontohan yang banyak
mendapat kan fasilitas pelatihan, bimbingan teknis serta
pendampingan dari LKPP dalam rangka konsep modernisasi
pengadaan.

4. Adanya dukungan dari pimpinan (Kepala ULP/Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa, dan pejabat pengambil keputusan
lainnya).

b. Faktor penghambat terdin dari:

i. Kurangnya informasi yang diterima oleh SOPD terkait dalam
penerapan peraturan pengadaan barang/jasa yang baru dan
masih diterapkannya mindset bahwa pengadaan barang dan jasa
tetap bisa “diatur”,

2. Sumbver Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa di SOPD
sering berganti-ganti karena mutasi.

3. Masih ada kriminalisasi terhadap aparatur pengadaan barang/
jasa di SOPD dan Biro Pengadaan Barang/ Jasa.

4. Masih kurangnya jelasnya bahasa informasi yang diterima oleh
penyedia/rekanan dalam vang menyebabkan misskomunikasi
dan berakhir dengan sanggah, sanggah banding dan aduan yang
berdampak pada proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan

pekerjaan.
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5. Belum tetapnya pokja, menjadikan kurang efektifnya pokja
dalam menyelesaikan pekerjaan. Belum permanennya anggota
pokja pada instansi dalam hal ini Biro pengadaan barang/jasa
yang menjadikan sulitnya komunikasi langsung antar anggota
pokja dan rentannya tekanan yang didapat oleh anggota pokja
yang bukan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah.

6. Kurangnya fasilitas pendukung untuk pokja dalam
menyelesaikan pekerjaan (kuantitas antara banyaknya pokja
yang bekerja dengan jumlah peralatan yang tersedia).

7. Minimnya reward yang diterima dibandingkan dengan beban
kerja dan risiko vang dihadapi oleh pokja.

8. Dana yang belum sepenuhnya dibebankan pada Birc Pengadaan
Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah, serta anggaran
yang belum memenuhi dalam mendukung kebutuhan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, misalnya untuk
pembelian ATK dan biaya perjalanan dinas pada saat tahap
verifikasi lapangan.

9. Tidak berfungsinya kartu kendali dalam penerapan pembagian
paket pekerjaan yang berimbas pada ketimpangan jumlah paket
yang diterima oleh masing-masing pokja (dimana ini
menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antar anggota pokja

yang diawali dengan rasa curiga adanya permainan tidak sehat
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dalam pembagian paket pekerjaan baik dari segi jenis ataupun
banyaknya jumlah pekerjaan).

10. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap
keberadaan pokja (contoh sederhana mutasi).

il. Adanya intervensi dan ancaman (kriminalisasi) atas keputusan

yang diambil oleh pokja pengadaan barang dan jasa.

B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah perlu
melakukan sosialisasi secara intensif kepada SOPD dan penyedia/
rekanan terkait aturan baru pengadaan barang/jasa.

2. Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah perlu
melakukan evaluasi terhadap sanggahan atau aduan dari penyedia
sehingga ada perbaikan baik itu terkait teknis pengadaan maupun pola
interaksi (bahasa) dari pelaksana (pokja) dalam menyampatan hasil
cvaluasi dalam tehapan lelang untuk meminimalkan misskomunikasi

antara pokja dan penyedia/ rekanan.

122

Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah
menunjuk secara permanen tim Pokja dari SOPD.

4. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat
meninjau kembali besaran reward yang diterima Pokja sehingga

sebanding dengan beban kerja dan resiko pekerjaan pokja.
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6. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan
perlu menerapkan kartu kendali dalam pembagian paket pekerjaan, agar
beban kerja merata.

7. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan perlindungan
keamanan dan perlindungan hukum bagi Pokja sehingga terhindar dari
ancaman dan intimidasi pihak lain. Periindungan hukviin dapat dengan
meningkatkan peran Biro Hukum/ Bagian Hukum dan APIP dalam
memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terkait pengadaan
barang/jasa pemerintah. Lebih luas lagi, sudah saatnya KORPRI di
Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) yang dapat memberikan jasa pengacara apabila
ada kasus hukum terkait pelaksanaan pekerjaan sebagai Aparatur Sipii
Negara. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara Pasal 21 dan 22, bahwa PNS dan PPPK berhak

memperoieh periindungan.
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Lampiran I : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN
WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: KEPALA UNIT LAYANAN

PENGADAAN
a. Nama : 17(‘7 Bemius
b. Jenis Kelamin Lar\ L %

v~ ko
c. Jabatan : chaé.tr Fm@awﬂ
d. Instansi

Biro V83 Cuda Fm- Kalers,

I. Komunikasi

1. Bagaimanakah metode komunikasi yang dilakukan pada implementasi e-
Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

2. Bagaimanakah sosialisasi vang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah pada penerapan e-Frocurement dalam proses
penigadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

3. Berapa kali dilakukan sosialisasi ke SOPD berkaitan dengan
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

4. Dimanakah dilakukan sosialisasi tersebut?

5. Saluran/media apa saja yang digunakan untuk melakukan komunikasi
pada sosialisasi implementasi ¢-Procurement dalam proses pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Kami menggunakan metode informatif dan edukatif dalam berkomunikasi
pada i1mplementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Metode ini kami

nakan dalam rangka sosialisasi peraturan pemerintah terkait pengadaan
Koleksi PerpustakaarggniversitasQerbuka g p P peng



219

maupun sosialisasi aplikasi SPSE yang melibatkan semua stakeholder, mulai
dari SOPD, asosiasi pengadaan barang/jasa dan masyarakat. Kegiatan
sosialisasi dilaksanakan sebanyak 2 sampai 4 kali dalam satu tahun anggaran
dengan menggunakan media elektronik dan media massa. Selain itu juga

kami mencetak Laporan Tahunan Pengadaan dalam bentuk buku”

6. Bagaimanakah kejelasan informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

7. Apakah ada media informasi yang berkaitan dengan standar operasi
prosedur (SOP) e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

8. Pernahkah terjadi misskomunikasi penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

9. Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

10. Apa yang menyebabkan terjadinya misskomunikasi tersebut?

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah melalui kebijakan e-Procurement sebenamya sangat
mudah dipahami dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder baik
secara internal di kalaugan SOPD Provinsi Kalimantan Tengah maupun
dengan penyedia/rekanan. Bagi SOPD sebagai pelanggan internal kami,
sudah kam! pergunakan media internet melalui aplikasi SIAP BAJASA.
Sedangkan untuk penyedia/ rekanan aplikasi SPSE kami rasa juga sangat
mudah di pahami. Admin di LPSE sendiri adalah admin yang
mempunyal pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik terkait
aplikasi in1 Namun kadang dalam penerapan apalagi dengan versi terbaru
yang pasti ada perbedaan dengan versi yang sudah biasa digunakan oleh
penyedia/ rekanan, teniu awalnya pasti terjadi miss communication.

_ Tetapi selama ini karena sosialisasi dari pihak LPSE cukup baik, tentu
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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bukan menjadi kendala. Karena aplikasi SPSE itu sendiri justru
sebenarnya mempermudah dan memberikan transparansi kepada semua
pihak. Sedangkan komunikasi antara pokja dan rekanan/penyedia sebagai
pejabat struktural kita tidak dapat pantau atau intervensi. Selama proses
lelang kewenangan penuh di pokja. Hanya saja apabila ada surat dari
rekanan/penyedia kepada kami perihal sanggah, baru dapat kami

tanyakan kepada pokja terkait aduan penyedia.”

11. Bagaimanakah konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

12. Bagaimanakah konsistensi informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

13. Permnahkah terjadi inkonsistensi informasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut ?

“Selaku penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah melalui kebijakan e-Procurement harus konsisten terhadap
informasi yang kami sampaikan, sehingga semua yang berkepentingan
dapat mempeicayai kami. Konsitensi di sini meliputi pemahaman yang
sama baik sebagai pokja maupun pada bagian bagian lain di biro ini.
Sehingga kami satu bahasa ketika ada hal-hal yang di konsultasi kepada
kami. Selain itu, konsistensi informasi juga vertujuan untuk memberikan
kepastian informasi serta mewujudkan proses pengadaan barang/jasa
yang transparan dan akuntabel. Evaluasi selalu kami lakukan. Juga
mungkin jika ada keluhan-keluhan dari SOPD maupun rekanan tentu

akan kami evaluasi dan perbaiki.”
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II. Sumber Daya

15. Bagaimanakah kesiapan staf Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

16. Bagaimanakah gambaran sumber daya manusia (Staf) di Unit Layanan
Pengadaan untuk mengoperasikan e-Procurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

17. Apakah ada syarat khusus bagi staf Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

18. Apakah kualitas staf Unit Layanan Pengadaan sudah memadai untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

19. Apakah kuantitas staf Unit Layanan Pengadaan sudah memadai untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

20. Apakah ada diklat khusus bagi staf di Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Sumber dava staf di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan
Barang/Jasa bisa dilihat dari dua aspek yaitu aspek kualitas dan
kuantitas. Secara kualitas, staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) sudah
sangat memadai karena harus memiliki kompetensi dan ahli dalam PBJ
serta mendapatkan diklat PBJ dari LKPP. Sebanyak 11 (sebelas) pokja
kami telal: mengikuti pelatthan sampai tingkat spesialis. Tidak semua
pokja di provinsi lain dapat kesempatan ini. Karena ULP Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2016 dinilai sebagai ULP percontohan dan
sampai saat ini kita tetap mempertahan predikat ini sebagai Center of
Excellent. Mengikuti perkembangan dari LKPP bahwa modemisasi
pengadaan dimotort oleh ULP terpilih dari seluruh Indonesia. Kami

sebagal yang terpilth tentu harus punya komitment yang jelas demi
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modernisasi pengadaan itu sendiri. Sedanglian dari segi kuantitas,
jumlah staf Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak
31 orang ditambah dengan 11 orang dari Kepala, Sekretariat dan
anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga sudah memadai
untuk melayani sekitar 600 an peserta lelang dengan jumlah paket di
atas 500 paket”

21. Apakah informasi pengadaan barang/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh penyedia/rekanan?

“Sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus
kami tingkatkan. Melalui aplikasi SPSE, informasi mudah diakses oleh
siapa saja selama memiliki user id, sedangkan untuk SOPD yang ingin
mengajukan permohonan lelang dapat mengakses aplikasi SIAP BAJASA.
Apalagi tahun 2017 yang lalu kita memiliki 537 proyek yang dilelang
dengan 537 penyedia/rekanan sehingga informasi berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Untuk
itu sumber daya informasi memiliki peranan yang strategis dalam
menginformasikan setiap proses dan tahapan pengadaan barang/jasa di
Pemerintan Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber daya informasi terdin
dar1 hardware, software, operator dan user yang kesemuanya terintegrasi

dalam suatu sistem dan aplikasi elektronik™

22. Bagaimanakah deskripsi kewenangan masing-masing pihak pada
implementasi e-Frocurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Setiap pelaksana pengadaan barang/jasa telah diatur kewenangannya
masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal ini kita
megacu pada Parturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Peraturan

Koleksi Perpustakaan umisepalz LKPP (Perka LKPP). Dalam proses lelang, pokja memiliki
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kewenangan penuh atas pengambilan keputusan. Pokja tidak boleh
diintervensi oleh siapapun. Termasuk oleh Kepala Biro Pengadaan

Barang/ Jasa sekalipun”

Fasilitas (sarana dan prasarana) apa saja yang diperlukan pada
implementasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procurement?

Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?

Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?

Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masih kurang memadai?

“Fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung selama ini sudah memadai
dan mencukupi, contohnya sudah ada ruang khusus pelayanan, ruang
tunggu, ruang khusus admin/operator. Selain itu untuk e-Procurement,
sudah ada komputer/PC yang disediakan di ruang khusus untuk
penyedia/rekanan dan untuk admin/operator, printer, scanner dan mesin
fotocopy. Namun karena jumlah paket pekerjaan semakin meningkat dan
penyedia/rekanan juga bertambah, memang seyogyanya fasilitas juga
disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kondisi ini sudah kami pikirkan
dan akan kami tindaklanjuti dalam bentuk pengadaan fasilitas-fasilitas

peiunjang tersebut”

ITL. Disposisi

28.

29.

Bagaimanakah pemahaman pelaksana kegiatan terhadap implementasi
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

Stapa yang berwenang mengangkat pegawai staf Unit Layanan

Pengadaan?

Bagaimanakah prosedur pengangkatan pegawai/staf pada Unit Layanan

Pengadaan (ULP)?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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31. Bagaimanakah sikap keberpihakan pelaksana kegiatan terhadap para
penyedia/rekanan?

32. Bagaimanakah sikap pelaksana terhadap kebijakan yang diambil
pimpinan terkait pelaksanaan lelang/tender?

33. Bagaimanakah tanggapan pelaksana kegiatan terhadap keluhan/komplain
dari para penyedia/rekanan terkait proses tender?

34. Bagaimanakah respon pelaksana terhadap keputusan/kebijakan pimpinan
dalam proscs lelang/tender?

35. Adakah insentif yang diberikan oleh pimpinan? Bila ada dalam bentuk
apa?

36. Adakah insentif yang diberikan oleh penyedia/rekanan? Bila ada dalam
bentuk apa?

37. Apakah setiap lelang, setiap pegawai/staf mendapatkan insentif?

“Menurut kami, pelaksana selama ini memahami tugas dan tanggung
Jjawabnya dalam melaksanakan kebijakan e-Procurement pengadaan
barangjasa pemerintah. Hal ini dibuktikan dari hasil kerju mereka
sesuai tupoksinya masing-masing. Selama ini memang ditemukan
beragam sikap dari pejabat struktural maupun pelaksana di lingkup Biro
PBJ, namun tetap patuh dalam melaksanakan kebijakan, termasuk
apabila ada komplain dari pihak lain, pelaksana tetap merindaklanjuti
sesual dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Sebagai
konsekuensi dari pengangkutan sebagai pelaksana, mereka mendapatkan
honciarium  setiap bulan. Dan yang penting mereka tidak boleh
menerima apapun dari pihak penyedia'rekanan karenu dikawatirkan
terjadinya  pemihakan sehingga tidak netral dalam memberikan

pelayunan pengadaan barangjasa pemerintah”

IV. Struktur Organisasi
38. Bagaimanakah struktur organisasi pelaksanaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah?
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39. Bagaimanakah standart operating prosedure (SOP) pada pelaksanaan e-
Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah?

“Secara organisasi, struktur birokrasi dalam pengadaan barang/jasa di di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengikuti struktur
organisasi pemerintah berdasarkan organisasi lini dan staf dengan azas
komando berada di Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Pokja dan
admin/operator berdasarkan tupoksinya masing-masing. Selain itu juga
disampaikan secara berkala laporan pelaksanaan proses pengadaan

barang/jasa sesuat SOP yang telah ditetapkan”

V. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Dalam 1mplementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
pemerintah ada beberapa faktor pendukung vyaitu sarana dan prasarana sangat
memadai, sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang profesional,
adanya regulasi di bidang pengadaan barang/jasa sangat jelas, serta dukungan
pimpinan (Gubemur,Assiten II, Kepala Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan pejabat pengambil keputusan lainnya). Dukungan ini sangat
memperlancara dan mempermudah proses kebijakan e-Procurement sehingga
pelaksanaan pengadaan barang /jasa lebih maksimal. Untuk ULP Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, salah satu keunggulan nya adalah

sebagai salah satu ULP Percontohan dari LKPP. Sehingga kami, khususnya
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pokja telah mendapatkan pelatihan dari jenjang dasar, menengah sampai
spesialis di bidang pengadaan. Pokja ULP dan Biro PBJ Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah sudah mengenal dan mulai menerapkan program

modernisasi pengadaan.”

VL Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Kebijakan

e-Crocurement

“Dalam implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan beberapa faktor
penghambat yaitu masih adanya intervensi dari eksternal terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pergantian personil/aparatur pengadaan
barang/jasa di SOPD karena mutasi, kompetensi aparatur pengadaan
barangfjasa di SOPD tidak sesuai dengan harapan Biro Pengadaan
Barang/Jasa serta masih adanya kriminalisasi terhadap aparatur pengadaan

barang/jasa di SOPD dan Biro Pengadaan Barang/Jasa”
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Lampiran 11 : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN
WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: SUB.BAG LAYANAN ULP
a. Nama D Tokerda

b. Jenis Kelamin

lawi- (ki
c. Jabatan : Cul . & W
d. Instansi Bieo &) C«Am ?row Kau"v"@

I. Komunikasi

1. Bagaimanakah metode komunikasi yang dilakukan pada implementasi
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

2. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah pada penerapan e-Procurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

3. Berapa kali dilakukan sosialisasi ke SOPD berkaitan dengan
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

4. Dimanakah dilakukan sosialisasi tersebut?

5. Saluran/media apa saja yang digunakan uniuk melakukan komunikasi
pada sosialisasi implemerntasi e-Procurement dalam proses pengadaan

barang/jasa d: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Metode komunikasi yang kami gunakan untuk berkomunikasi dengan
SOPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selaku
pelanggan internal adalah melalui aplikasi SIAP BAJASA dan juga
terkadang melalui tatap muka. Sedangkan untuk komunikasi terhadap
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pengadaan barang/ jasa pemerintah kami melakukannya dengan
sosialisasi kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui rapat
kerja (Raker) dan rapat koordinasi (Rakor), sosialisasi, yang diadakah 1
sampat 3 kali dalam satu tahun. Selain itu, guna memudahkan
pemahaman SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah terbadap e-Procurement pada saat sosialisasi digunakan media

berupa komputier/laptop, standing banner, buku dan brosur™.

6. Bagaimanakah kejelasan informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

7. Apakah ada media informasi yang berkaitan dengan standar operasi
prosedur (SOP) e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinst Kalimantan Tengah?

8. Pernahkah terjadi misskomunikasi penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

9. Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

10. Apa yang menyebabkan terjadinya misskomunikasi tersebut?

11. Bagaimanakah konsistensi komunikasi yang dilakukan clesh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinst Kalimantan Tengah?

12 Bagaimaiiakah konsistensi informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

13. Pernahkah terjadi inkonsistensi informasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kahhmantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut?
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“Selama ini informasi pengadaan barang/jasa cukup jelas disampaikan
oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik secara lisan, apabila SOPD
melakukan konsultasi kepada kami. Untuk pelaksanaan pengajuan
permohonan lelang dari SOPD kami juga sudah cukup memberi
kemudahan dengan aplikasi SIAP BAJASA. SOPD tidak lagi perlu
datang dengan membawa banyak berkas dokumen lelang, cukup
mengirim dari kantor masing-masing. Dari segi waktu, tenaga tentu lebih
efisien. Penggunaan Kkertas juga bisa lebih hemat karena tidak
memerlukan fisik berkas cukup soft copy yang dikirim melalui aplikasi
SIAP BAJASA. Namun apabila komunikasi dengan rekanan terkait
proses dan hasil lelang memang secara teknis kita tidak punya

kewenangan. Karena itu rananhya pokja.”

H. Sumber Daya

15. Bagaimanakah kesiapan staf Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

16. Bagaimanakah gambaran sumber daya manusia (Staf) di Unit Layanan
Pengadaan untuk mengoperasikan e-Procurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

17. Apakah ada syarat khusus bagi staf Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

18. Apakah kualitas staf Unit Layanan Pengadaan sudah memadai untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimautan Tengah?

19. Apakah kuantitas staf Unit Layanan Pengadaan sudah memadai untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

20. Apakah ada diklat khusus bagi staf di Unit Layanan Pengadaan untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
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“Secara kualitas, staf di bagian pelayanan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) sangat siap dan memadai. Dilihat dari usianya masih muda,
enerjik, serta memiliki passion yang tinggi dalam bekena, namun masih
belum menunjukkan kemampuan yang ideal untuk bekerjasama dalam
suatu tim. Adapun syarat sebagai Pokja harus memiliki sertifikat dasar
pengadaan barang/jasa (PBJ)serta terus kami pacu untuk selalu rajin
untuk mengikuti sosialisasi peraturan-peraturan pengadaan barang/jasa
pemerintah maupun pelatihan teknis-teknis pengadaan. ULP Pemerintah
Kalimantan Tengah tahun 2016 terpilih sebagai salah satu ULP
Percontohan sehingga pokja kami mendapat fasilitas pelatihan dari LKPP
yang bekerjasama dengan MCAI selama setahun. Jadi setiap bulan
selama satu minggu pokja mengikuti pelatihan di Bogor. Dari tingkat
dasar, menengah sampai spesial. Cukup membanggakan bagi ULP

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki SDM yang sudah terlatih.”

21. Apakah informasi pengadaan barang/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh penyedia/rekanan?

“Untuk melaksanakan kebijakan e-Procurement dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah telah disedickan sumber daya informasi baik
secara manual maupun elektronik. Secara mainual, kami selaku staf
pelayanan memberikan informasi secara langsung kepada SOPD.
Sedangkan secara elektronik telah tersedia aplikasi SPSE melalur SIRUP
dan LPSE. Jadi dalam hal ini sumber daya informasi sudah sangat

memadai”

22. Bagaimanakah deskripsi kewenangan masing-masing pihak pada
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Bagian layanan memiliki kewenangan dalam memverifikasi persyaratan

administrasi beserta dekumen lelang yang dikirimkan oleh SOPD melalui
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aplikasi SIAP BAJASA. Untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Biro
Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah/ Kepala ULP
agar ditetapkan nama-nama pokja yang menangangi paket tersebut.
Penunjukan dari Kepala Biro Pengadaan barang/Jasa Setda Provinsi
Kalimantan Tengah/ Kepala ULP ini menjadi legalitas pokja untuk

melakukan proses lelang selanjutnya”

23. Fasilitas (sarana dan prasarana) apa saja yang diperiukan pada
implementasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

24. Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procurement?

25. Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?

26. Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?

27. Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masih kurang memadai?

“Fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada
penyedia/rekanan dalam proses pengadaan barang/jasa bisa dilihat cukup
baik dan memadai. Namun secara jumlah disadari masth kurang
memadai seperti komputer/PC, printer, scanner dan mesin fotocopy.
Untuk itu, kami berharap agar Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)

dapat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas tersebut”

HI. Disposisi

28. Bagaimanakah pemahaman peiaksana kegiatan terhadap implementasi
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

29. Siapa yang berwenang mengangkat pegawai staf Unit Layanan
Pengadaan?

30. Bagaimanakah prosedur pengangkatan pegawat/staf pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP)?
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31. Bagaimanakah sikap keberpihakan pelaksana kegiatan terhadap para
penyedia/rekanan?

32. Bagaimanakah sikap pelaksana terhadap kebijakan yang diambil
pimpinan terkait pelaksanaan lelang/tender?

33. Bagaimanakah respon pelaksana terhadap keputusan/kebijakan pimpinan
dalam proses lelang/tender?

34. Adakah insentif yang diberikan oleh pimpinan? Bila ada dalam bentuk

apa?

“Sebagai pejabat strukiural kami di angkat dan dilantik oleh Gubernur
Kalimantan Tengah. Kami bertugas menfasilitasi proses pengadaan dan
penyelesaian masalah sesuai aturan. Kami taat dan patuh kepada setiap
keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pimpinan berkaitan dengan
proses lelang atau tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam
melaksanakan tugas ini, kami mendapatkan tambahan insentif dalam
bentuk honor bulanan yang besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan
dalam SK”

IV. Struktur Organisasi
35. Bagaimanakah struktur organisasi pelaksanaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

36. Bagaimanakah standart operating prosedure (SOP) pada pelaksanaan
e-Procurement dalain proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

37. Bagaimanakah pola koordinasi antara SOPD dengan Unit Layanan
Pengadaan pada pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provins: Kalimantan Tengah?

38. Bagaimanakah pola kerjasama dan koordinasi antara Unit Layanan
Pengadaan dengan penyedia/rekanan pada pelaksanaan e-Procurement
dalam proses pengadazan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah?
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“Standard operating prosedure (SOP) disusun berdasarkan Perpres
54/2010 dimana setiap kegiatan dalam pengadaan barang/jasa sudah
diatur prosedur dan jadwalnya termasuk SOP Penyusunan dan
Penyampaian Secara Berkala Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan
Barang/Jasa. Sedangkan berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit seperti
Umit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja dan Admin/ operator. Namun
dalam pelaksanaannya seialu dilakukan koordinasi di bawah Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah agar setiap kegiatan
bisa dikontrol dan dikendalikan dengan baik sehingga dapat
meminimalisir  kesalahan dan memaksimalkan pencapaian tujuan

pelaksanaan kebijakan e-Procurement”

V. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Keberhasilan implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa
pemerintah didukung oleh adanya kepastian hukum, adanya juklak dan juknis
yang jelas, adanya aplikasi yang mendukung serta kerjasama dan koordinasi
yang baik antara pelaksana (pokja dan Unit Layanan Pengadaan) dengan
SOPD dan penyedia/rekanan. Selain itu, keberhasilan implementasi e-
Procurement juga didukung oleh sarana penunjang yang ada sehingga
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan e-procurement pengadaan

barang/jasa pemerintah”

VI. Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Faktor penghambat yang masih kami temukan dalam pelaksanaan kebijakan
e-Procurement yaitu dana yang belum sepenuhnya dibebankan pada Biro
Pengadaan Barang /Jasa serta anggaran yang belum memenuhi dalam

mendukung kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Misalnya
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untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan biaya perjalanan dinas untuk
verifikasi lapangan. Selama ini kami sering mendengar keluhan pokja terkait
kesiapan dana dari SOPD untuk melaksanakan verifikasi lapangan. SOPD
mensyaratkan surat dukungan untuk suatu paket, artinya harus siap anggaran
untuk pokja melaksanakan proses verifikasi. Namun kenyataannya sering
tidak ada sehingga di kompromikan dengan dana taktis yang entah dari mana.
Itu keluhan pokja yang seringkali kami dengar. Artinya dukungan dana dari
SOPD juga harus ada dalam proses lelang.”
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Lampiran 111 : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN
WAWANCARA

c o P

~

DATA SUBYEK PENELITIAN: KELOMPOK KERJA/ POKJA
Nama . Vitalis
Jenis Kelamin  : Laki-Laki
Jabatan . Pokja
Instansi : Biro PBJ

I. Komunikasi

l.

UI

Bagaimanakah metode komunikasi antara pimpinan dengan kelompok
kerja (pokja) pada implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengal?

Bagaimanakah peran kelompok kerja (pokja) dalam sosialisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada penerapan
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

Berapa kali dilakukan sosialisasi ke SOPD berkaitan dengan
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Dimanakah dilakukan sosialisasi tersebut?

Saluran/media apa saja yang digunakan untuk melakukan komunikasi
pada sosialisasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kaiiriantan Tengah?

“Metode transmisi yang dipakai dapat dibagi menjadi dua, secara manual
yaitu komunikasi langsung melalui rapat-rapat ataupun pemanggilan
secara langsung kepada pokja terkait pengadaan barang dan jasa, serta
melalui aplikasi penugasan, dalam hal ini aplikasi SIAP BAJASA yang

dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan SOPD ketika akan
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melaksanaakan proses pelelangan. Dalam penyaluran komunikasi Pokja
selalu membantu memberikan informasi baik bagi penyedia, masyarakat
umum, instansi ataupun SOPD yang memerlukan bantuan dengan datang
ke Biro Pengadaan Barang/Jasa terkait pengadaan barang/jasa. Untuk
pelayanan informasi dilakukan di Gedung ULP Biro PBJ Kalteng lantai 3
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Jalan RTA Milono No.
01 Palangka Raya”.

6. Bagaimanakah peran kelompok kerja (pokja) dalam memberikan
kejelasan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

7. Pernahkah terjadi misskomunikasi antara kelompok kerja (pokja) dengan
pimpinan ULP, berkaitan dengan penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

8. Pernahkah terjadi misskomunikasi antara kelompok kerja (pokja) dengan
penyedia/rekanan berkaitan dengan penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

9. Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

10. Apa yang menyebabkan terjadinya misskomunikasi tersebut?

“Pokja pengadaan barang/jasa dengan sistem e-Procurement, berperan
untuk memberikan 1uformasi yang seluas-luasnya kepada semua
stakcholder yang berkaitan dengan informasi umum. Sedangkan
informasi yang berkaitan dengan proses pelelangan baik yang belum,
sedang ataupun vang sudah berjalan diberikan dengan batasan-batasan
tertentu. Dalam berkomunikasi kadang bisa juga terjadi misskomunikasi
dengan pimpinan maupun dengan penyedia/rekanan. Misskomunikasi
dengan pimpinan biasanya terkait adanya laporan penyedia yang
melakukan sanggahan ataupun pengaduan, tetapi hal ini biasanya dapat

segera diselesaikan dengan pemanggilan pokja oleh pimpinan untuk
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menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian pokja juga mempunyai ruang
untuk menjawab sanggahan tersebut secara tertulis. Ada juga
misskomunikasi dengan pimpinan terkait waktu lelang. Pokja dapat
mengubah jadwal lelang dikarenakan hal-hal tertentu. Nah hal ini kadang

menjadi masalah dengan bagian Biro yang mempunyai tugas”

11. Bagaimanakah konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok
kerja (pokja) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

12. Bagaimanakah konsistensi informasi yang diberikan oleh kelompok kerja
(pokja) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalhimantan Tengah?

13. Pernahkah terjadi inkonsistensi informasi yang dilakukan oleh kelompok
kerja (pokja) dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut?

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memamg perlu adanya
konsistensi. Dalam berkomunikasi dengan pimpinan biasanya dilakukan
pada saat awal penugasan dan akhir pada saat pelaporan hasil pengadaan
varang dan jasa. Sedangkan untuk penyedia/rekanan menyesuaikan
dengan tahapan pengadaan yang sedang berjalan. Namun dalam
implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan proses lelang masih
ditemukan inkonsistensi informasi yaitu berbedanya bentuk laporan atau
banyaknya informasi vyang terkandung didalam Berita acara proses
pelelangan yang divuat dikarenékan masih belum adanya persamaan
konsep berita acara (bentuk baku) yang telah diterapkan. Tetapi darn
informasi dengan admin LPSE versi terbaru nanti nya akan ruang untuk
Berita Acara, sehingga pokja tinggal memberi nomor serta isi saja. Hal
ini tentu memberikan kemudahan dan kesamaan laporan kami sebagai
pokja. Tidak seperti saat ini masing-masing pokja membuat format

sendirt dalam membuat Berita Acara. Sedangkan dengan SOPD, masih
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ada beberapa SOPD yang tidak konsiten dalam mendukung proses
lelang. Yang paling sering terjadi dan berpengaruh terhadap kecepatan
proses lelang adalah komitinen dalam dukungan anggaran untuk proses
verifikasi lapangan. Sudah ada surat dari Sekretaris Daerah agar SOPD
menganggarkan dana pendukung. Tetapi kenyataannya sering kami pokja
kesulitan pada saat tahapan verifikasi lapangan. Masih ada SOPD yang
tidak menganggarkan, kalaupun dianggarkan terkadang dana tidak
mencukupi. Ini sangat berpengaruh pada jadwal lelang yang ditetapkan

pokja. Karena kami harus menunggu kesiapan dana dari SOPD terkait.”

II. Sumber Daya

15. Bagaimanakah kesiapan kelompok kerja (pokja) untuk melaksanakan
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

16. Bagaimanakah gambaran sumber daya manusia kelompok kerja (pokja)
untuk melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

17. Apakah ada syarat khusus bagi kelompok kerja (pokja) untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

18. Apakah kualitas kelompok kerja (pokja) sudah memadai untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

19. Apakah ada diklat khusus bagi kelompok kerja (pokja) untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan varang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia pokja yang ada
saat ini rasanya telah siap dan memadai karena kami sudah beberapa kali
melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kegiatan ini kami

anggap sebagei rutinitas pekerjaan yang biasa kami lakukan. Untuk
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menjadi pokja pengadaan barang/jasa tidak hanya harus memiliki
sertifikat pengadaan barang/jasa, perlu diasah dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah,
perlu untuk selalu mengetahui regulasi-regulasi karena dunia pengadaan
itu sendini sangat luas dan kompleks. Sehingga seorang pokja dituntut

untuk terus mau belajar”.

20. Apakah informasi pengadaan barang/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh penyedia/rekanan?

“Pokja terus berusaha memberikan informasi sejelas mungkin baik
kepada SOPD maupun penyedia/rekanan agar mudah dipahami,
dimengerti dan dilaksanakan sesuai dengan proses dan prosedur
pengadaan barang/jasa. Pokja menyediakan ruang informasi dan tempat
konsultasi terkait pengadaan, yaitu klinik pengadaan. Siapa saja yang
ingin berkonsultasi terkait pengadaan kami persilahkan datang ke UIP

dan kami siap membantu memberikan masukan™

21. Bagaimanakah deskripsi kewenangan kelompok kerja (pokja) pada
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah ditetapkan job
discription staf dari Pokja, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Admin/
Operator dan staf lain yaiig berhubungan dengan pengadaan barang/jasa
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalirﬁantan Tengah. Masing-
masing pihak diberikan kewenangannya masing-masing sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI)”

22. Fasilitas (sarana dan prasarana) apa saja yang diperlukan kelompok kerja
(pokja) pada implementasi implementasi e-Procurement dalam proses

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
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23. Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procurement?

24. Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?

25. Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?

26. Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masih kurang memadai?

“Sebagai pokja pengadaan barang/jasa sangat memerlukan dukungan
fasilitas  berupa komputer dan internet guna melaksanakan
e-Procurement melalui aplikasi SPSE dengan jaringan server yang kami
anggap sudah memadai. Namun ada beberapa fasilitas seperti
komputer/laptop, printer yang masih kurang, belum sebanding dengan

banyaknya pokja yang bekerja”

1. Disposisi
27. Bagaimanakah pemahaman kelompok kerja (pokja) terhadap
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
28. Siapa yang berwenang mengangkat kelompok kerja (pokja) pada Unit
Layanan Pengadaan (ULP)?
29. Bagaimanakah prosedur pengangkatan kelompok kerja (pokja) pada Unit
Layanan Pengadaan (ULP)?
30. Bagaimanakah sikap keberpihakan kelompok kerja (pokja)terhadap para
penyzdia/rekanan?
31. Bagaimanakaii sikap kelompok kerja (pokja) terhadap kebijakan yang
diambil pimpinan terkait pelaksanaan lelang/tender?

Bagaimanakah tanggapan ketompok kerja (pokja) kegiatan terhadap

0
S

keluhan/kompiain dari para penyedia/rekanan terkait proses tender?

33. Bagaimanakah  respon  kelompok  kerja  (pokja)  terhadap
keputusan/kebijakan pimpinan dalam proses lelang/tender?

34. Adakah insentif yang diberikan oleh pimpinan? Bila ada dalam bentuk

apa?
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“Kelompok kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan untuk
mengerjakan lelang per paket pekerjaan ditetapkan oleh Kepala Riro
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah. Pokja dalam
bekerja selalu berpegangan pada aturan Perpres dan aturan pendukung
yang berlaku lainnya. Pokja harus profesional dengan memberikan
pelayanan yang adil dan profesional kepada semua penyedia/rekanan.
Sebagai Pokja kami mendapatkan penghasilan tambahan berupa honor
per bulan. Apabila dilihat dart beban kerja dan resiko pekerjaan
honorarium per bulan yang diterima pokja dirasa masih kurang

memadai”

IV. Struktur Organisasi

35. Bagaimanakah struktur organisasi pelaksanaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

36. Bagaimanakah standart operating prosedure (SOP) kelompok kerja
(pokja) pada pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

37. Bagaimanakah pola koordinasi antara kelompok kerja (pokja) dengan
SOPD pada pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

38. Bagaimanakah pola kerjasama dan koordinasi antara kelompok kerja
{pokja) dengan penyedia/rekanan pada pelaksanaan e-Procurement
dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

39. Bagaimanakah pengawasan terhadap kelompok kerja (pokja) agar
pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan

transparan dan akuntabel?
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“ Secara operating procedure, Pokja berada di bawah Biro Pengadaan -
Barang/Jasa. Sedangkan standard perating procedure Pokja secara umum
dapat digambarkan dari SOPD yang melakukan permohonan lelang
kepada Biro Pengadaan Barang / Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam hal ini Kepala Biro mengeluarkan SK paket pekerjaan untuk
Pokja, Pokja melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan kembali
hasilnya kepada Kepala Biro dan dilanjutkan dengan pengembalian hasil
pengadaan kepada SOPD untuk ditindaklanjuti. Sedangkan secara
fragmentasi kami sudah ada bagian-bagian tersendiri yaitu Pokja, Unit
Layanan Pengadaan (ULP), Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD), Admin/operator dan penyedia/rekanan yang memiliki tugas dan

tanggungjawab masing-masing®

V. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Keberhasilan pelaksanaan kebijakan e-Procurement sangat ditunjang oleh
kepastian dasar hukum pengadaan barang/jasa yang jelas, serta adanya
petunjukan pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknik (juknis) yang jelas
sehingga kami dapat kami selaku pelaksana kebijakan dapat melaksanakan
kebijakan 1tu dengan tenang, tanpa merasa khawatir atau takut melanggar

aturan, serta 1dealnya bebas intervensi dari pihak manapun.”

VI. Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat I[mplementasi Kebijakan

e-Procurement

“Menurut kamt ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan
e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kaltmantan Tengah yaitu belum tetapnya pokja, menjadikan
kurang efektifnya pokja dalam menyelesaikan pekerjaan serta  belum
permanennya anggota pokja pada instansi dalam hal ini Biro Pengadaan
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pokja dan rentannya tekanan yang didapat oleh anggota pokja yang bukan
dari biro.Selain itu tidak berfungsinya kartu kendali dalam penerapan
pembagian paket pekerjaan yang berimbas pada ketimpangan jumlah paket
yang diterima oleh masing-masing pokja (dimana ini menyebabkan
ketidakharmonisan hubungan antar anggota pokja yang diawali dengan rasa
curiga adanya permainan tidak sehat dalam pembagian paket pekerjaan baik
dari segi jenis ataupun banyakanya jumlah pekerjaan). Dari segi penyediaan
fasilitas, kurangnya fasilitas pendukung untuk pokja dalam menyelesaikan
pekerjaan dan insentif yang dirasa masih kurang memadai jika dibandingkan
dengan beban kerja dan rsiko pekerjaan oleh pokja. Kemudian dukungan
anggaran melaksanakan tahapan lelang yang sering tidak diakomodasi oleh
SOPD. Misalnya untuk perjalanan dinas verifikasi lapangan sering tidak
dianggarkan. Padahal dalam dokumen lelang mensyaratkan adanya surat
dukungan produk untuk pekerjaan yang dilelangkan. Pada saat kaji ulang
memang sudah di bahas antara pokja dan dinas. Seringkali dinas menjanjikan
akan merevisi anggaran agar biaya perjalanan dinas untuk mendukung proses
lelang diakomir. Tetapi seringkali sampai pada tahapan verifikasi ternyata
dana belum ada atau belum siap. Akhimya pokja sering terlambat
melaksanakan tahapan ini. Menunggu kesiapan dari dinas menyediakan

anggaran.”
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Lampiran IV : Kuisinoner

DAFTAR PERTANYAAN SEBACGALI
PEDOMAN WAWANCARA
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o »

o

DATA SUBYEK PENELITIAN: ADMIN/OPERATOR

Nama . Toni

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Admin LPSE

Instansi :  Biro Administrasi Pembangunan

I. Komunikasi

1.

Bagaimanakah metode komunikasi antara pimpinan dengan kelompok
kerja (pokja) pada implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah peran kelompok kerja (pokja) dalam sosialisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada penerapan
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

Berapa kali dilakukan sosialisasi ke SOPD berkaitan dengan
implementas1 e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Dimanakah dilakukan sosialisasi tersebut?

Saluran/media apa saja yang digunakan untuk melakukan-komunikasi
pada sosialisasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan

baraug/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“ Sesuai dengan SOP, Admin/Operator berada di bawah Kepala LPSE
sehingga kami diawasi dan bertanggungjawab kepada Kepala LPSE.
Adapun saluran komunikasi yang kami gunakan adalah melalui tatap
muka langsung. Peran Admin/Operator dalam sosialisasi adalah sebagai

petugas yang menjalankan dan memelihara sistem infrastruktur

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




10.
11

245

(Jaringan), penyajian data dan fasilitator untuk stakeholder. Kegiatan
sosialisasi aplikast SPSE ke SOPD dilakukan setiap tahun yang
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Kalimantan Tengah, dimana Admin dant LPSE sebagai operator, dan
pemateri. Biasanya sosialisasi aplikasi SPSE dilakukan di ruang LPSE
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah atau
di Aula Jayang Tingang. Untuk mempermudah komunikasi dalam

sosialiasi digunakan media elektronik dan media massa “.

Bagaimanakah peran admin LPSE dalam memberikan kejelasan
informasi dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

Pernahkah terjadi misskomunikasi antara kelompok kerja (pokja) dengan
pimpinan ULP, berkaitan dengan penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

Pernahkan terjadi misskomunikasi dengan penyedia/rekanan berkaitan
dengan penggunaan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa
di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

Apa yang menyebabkan terjadinya misskomunikasi tersebut?

Bagaimanakah konsistensi komunikasi vang terjadi ?

“Selakn admin LPSE, kami sangat berperan dalam proses lelang yang
dilaksanakan secara elektronik. Apalagi penyedia/rekanan yang ingin
mengikuti pelelangan secara elektronik diharuskan mendaftar dan
memiliki user id dengan cara mendaftar secara online. Admin LPSE
kemudian melakukan verifikasi akun  penvedia/rekanan lalu
mengaktifkannya, sehingga penyedia/rekanan memiliki akun atau user 1d
dan bisa mengikuti seluruh proses pelelangan di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk tetap menjaga kejelasan informasi,

eran_admin LPSE adalah membantu penyedia/rekanan yang mengalami
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masalah teknis aplikasi dengan melaporkan lewat help desk baik masalah
yang berkaitan dengan hardware maupun software aplikasi. Namun
pemah juga terjadi misskomunikasi dengan penyedia/rekanan yang
komplain karena internet tidak bisa dipakai. Padahal hal ini disebabkan
oleh listrik yang padam schingga aplikasi tidak diakses bukan karena
adanya kerusakan jaringan. Ada juga misskomunikasi dengan penyedia
terkait proses lelang biasanya karena ketidakpahamar aplikasi SPSE

versi terbaru.”

12. Bagaimanakah konsistensi iniormasi yang yang terjadi dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

13. Pemmahkah terjadi inkonsistensi informasi yang terjadi dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut?

“Kami selaku admin/operator selalu konsisten terhadap tugas yang
menjadi tanggungiawab kaini. Kami membantu menginformasikan setiap
proses dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE.
Namun dalam pelaksanaan komunikasi masih kami temukan inkonsisten
informasi dalam hal-hal yang urgent. Misalnya ada perbaikan atau
pemelitharaan darni pihak ketiga (konsultan sistem), dalam SOP
seharusnya saja yang masuk ke ruang server selain admin harus
mendapat izin dahulu dan Kepala LPSE. Namun kadangkala karena
bersifat situasional, konsultan dapat masuk ke ruang server;. baru

kemudian memberitahukan kepada Kepala LPSE”

II. Sumber Daya
15. Bagaimanakah gambaran sumber daya manusia admin/ operator LPSE
untuk melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa

di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
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Apakah ada syarat khusus bagi admin/ operator LPSE untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Apakah kualitas admin/ operator LPSE sudah memadai untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Apakah ada diklat khusus bagi admin/ ‘operator LPSE untuk
melaksanakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinst Kalimantan Tengah?

“Admin/operator harus selalu siap dalam mendukung kebijakan
e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun secara
kuantitas staf admin/operator masih terbatas. Semestinya dengan jumlah
paket di atas 500 paket pekerjaan menurut kami, idealnya admin/operator
sistem LPSE minimal 4 (empat) orang, tapi yang ada hanya 2 (dua)
orang. Selain itu, untuk menjadi admin/operator harus memiliki sertifikat
keahlian khusus admin/operator. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
skills kami mengikuti pelatthan admin yang dilaksanakan oleh LKPP

sehingga kami mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar LKPP”

Apakah informasi pengadaan bararig/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh penyedia/rekanan?

“Dalam proses implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan
barang/jasa pemerintah, informasi sangat mudah didapat karena semua
proses yang terkait lelang ditampilkan baik hasilnya maupun
pengumuman-pengumuman lain dann LKPP. Selain itu baik SOPD
maupun penyedia/rekanan dapat mendapatkan informasi dari aplikasi di
LPSE. Jadi sumber daya informasi sudah sangat memadai dalam
mendukung implementasi  kebijakan  e-Procurement pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Provinst Kalimantan Tengah”
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20. Bagaimanakah deskripsi kewenangan admin/ operator LPSE pada

21

22.

implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Admin/operator memiliki kewenangan sebatas pada penyajian informasi
terkait proses lelang, menjaga agar sistem aplikasi tetap berjalan serta
menjamin jaringan internet selalu online. Selain itu juga memberikan
informasi dan bantuan teknis kepada penyedia/ rekanan yang mengalami
kendala dalam pengisian aplikasi LPSE sehingga tidak menimbulkan

kesalahan”

Fasilitas (sarana dan prasarana) apa saja yang diperlukan admin/ operator
LPSE pada implementasi implementasi e-Frocurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procurement?

. Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?
24.
25.

Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?
Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masth kurang memadai?

“Guna menunjang kelancaran dalam memberikan pelayanan dalam
pengadaan barang/jasa, bagian admin/operator membutuhkan fasilitas

media elektionik seperti kemputer/laptep, jaringan internet seria ruang
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khusus admin. Namun secara jumlah memang perlu penambahan laptop -

untuk tepaga admin, belum adanya sistem pemadaman api di ruang

server dan daya listrik yang kadang turun naik™

II1. Disposisi

26.

Bagaimanakah pemahaman admin/ operator LPSE terhadap
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

27  Sia 2 Tyezriglﬁaberwenang mengangkat admin/ operator LPSE

Koleksi Perpustakaan Universi
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28. Bagaimanakah prosedur pengangkatan admin/ operator LPSE ?
29. Adakah insentif yang diberikan oleh pimpinan? Bila ada dalam bentuk

apa?

“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa, Admin/
Operator LPSE wajib memahami infrastruktur hardware dan software
sekaligus memahami proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja.
Admin/Operator Unit Layanan Pengadaan (ULP) diangkat oleh Kepala
LPSE (Biro Administrast Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan
Tengah) setiap tahun. Admin/Operator membantu rekanan yang
berkaitan dengan teknis jaringan yang dilakukan melalui help dcsk,
kemudian help desk akan merespon pengaduan tersebut. Dalam
melaksanakan tugasnya, admin/operator mendapatkan honorarium tiap
bulan yang dianggarkan lewat DPA SKPD, dan itu rasa sangat kurang
dibanding dengan beban kerja admin/operator”

IV. Struktur Organisasi

30. Bagaimanakah struktur organisasi admin/ operator LPSE e-Procurement
dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provins: Kalimantan
Tengah?

31. Bagaimanakah srandart operating prosedure (SOP) admin/ operater
LPSE pada pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

32 Bagaimanakah pola koordinasi antara admin/ operator LPSE dengan
SOPD pada pelaksanaan e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

33. Bagaimanakah pola kerjasama dan koordinasi antara admin/ operator
LPSE dengan penyedia/rekanan pada pelaksanaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah?
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“Struktur organisast pelaksana e-procurement pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk lini dan staf
Secara struktur birokrasi Pokja di bawah koordinasi Kepala Biro
Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan
admin/ operator LPSE saat ini masih berada di bawah Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai SOP,
admin/operator bekerja sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP (PERKA
LKPP) yang berist 17 standar I.PSE. Sedangkan secara fragmentasi,
admin/operator bertanggungjawab terhadap sistem website LPSE yang
memberikan user dan password kepada penyedia /rekanan serta menjaga

jaringan internet tetap aktif (standby)”

V. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Implementasi kebijakan e-Procurement pengadaan barang/jasa pemerintah
sangat mudah karena didukung oleh sistem e-Procurement melalui aplikasi
SPSE sehingga penyedia/rekanan tinggal mendaftar secara online dan
mengisi form dan membuat account untuk mendapatkan password atau user
id.

V. Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Kebijakan

e-Procurement
“Pola pikir yang masih menganggan proses pengadaaan masih dapat diatur,

SDM pengadaan yang mempuiyai kompetensi dan kurangnya fasilitas

pendukung”
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Lampiran V : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN
WAWANCARA

DATA SUBYEK PENELITIAN: PENYEDIA/REKANAN
a. Nama : S\oekarno

b. Jenis Kelamin Lm ~ lad

I. Komuanikasi

L.

(U]

Bagaimanakah metode komunikasi antara penyedia/rekanan dengan
pelaksana lelang/tender pada implementasi e-Procurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
Apakah penyedia/rekanan ditkutkan dalam sosialisasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada penerapan
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Previnsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemernmntah Provinsi
Kalimantan Tengah pada penerapan e-Procuremeni dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
Berapa kali dilakukan sosialisasi ke penyedia/rekanan berkaitan dengan
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

- Dimanakah dilakukan sosialisasi tersebut?

Saluran/media apa saja yang digunakan Unit Layanan Pengadaan untuk
melakukan komunikasi dengan penyedia/rekanan pada sosialisasi
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“ Komunikasi yang kami lakukan dengan pokja dilakukan melalui

apliklasi SPSE, terkecuali pada sesi pembuktian apabila perusahaan kami
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suatu pelelangan suatu pekerjaan dan sudah melalui tahapan evaluasi, dan
dinilai lulus evaluasi, tahap selanjutnya adalah tahapan pembuktian. Di
situ Jah kami baru bertemu dengan pokja paket tersebut. Dalam kegiatan
sosialisasi aplikasi SPSE, biasanya untuk aplikasi dengan versi baruy,
kami juga diundang karena penyedia/ rekanan juga sebagai pengguna
(user). Selama ini kegiatan tersebut dilakukan sekali dalam satu tahun di

aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah”.

8. Bagaimanakah kejelasan informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

§. Pernahkah terjadi misskomunikasi antara penyedia/rekanan dengan
pelaksana kegiatan berkaitan dengan penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

10. Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

11. Apa yang menyebabkan terjadinya misskomunikasi tersebut?

“Informasi yang diberikan pihak Unit Layanan Pengadaan Biro Pengadaan
Barang/Jasa dalam hal in1 pokja misalnya dalam hal persyaratan-
persyaratan lelang kadang-kadang menurut kami tidak begitu jelas dan
cenderung berlebthan. Misalnva paket pekerjaan konstruksi sederhana
sepertl membuat lapangan parkir kendaraan, tenga ahli terlalu banyak dan
tidak sesuai dengan kerumitan pekerjaan. Sebagai peserta lelang kami
tetap diberi ruang untuk melakukai komunikasi tanya jawab dengan pokja
meialui aplikasi SPSE pada tahapan aanswhing. Pertanyaan biasanva
menyangkut persyaratan lelang yang di ada dalam dokumen pengadaan
yang masih belum jelas dalam pemahaman kami sebagai penyedia.
Jawaban dari pokja seringkali bersifat normatif tidak secara subtansi

menjelaskan jawaban .
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12. Bagaimanakah konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

13. Pernahkah terjadi inkonsistensi informasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut?

“Konsistensi dalam proses lelang menurut kami menunjukkan kesiapan
dan pengetahuan pokja akan paket yamg dikerjakan. Misalnya mengapa
ada persyaratan lelang yang berbeda antara pokja yang satu dengan pokja
yang lain padahal jenis kegiatan pekerjaan sama atau juga persyaratan
yang terlalu berlebihan. Pada saat aanwijzing ketika dipertanyakan
tentang persyaratan, seringkali jawaban yang kami baca adalah
persyaratan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat
oleh dinas. Apakah pokja tidak dapat memberikan masukan kepada dinas
yang mempunyai pakei pekerjaan untuk persyaratan yang dirasa tidak
sesual? Semestinya ada kesamaan pandangan antar pokja dalam
memahami dan menanngani setiap pekerjaan, terutama terkait regulasi

yang berhubungan dengan syarat paket pekerjaan.”

II. Sumber Daya
15. Bagaimanakch kesiapan admin/operator untuk  mengoperasikan
e-Procurement dalain proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?
16. Apakah kualitas staf Unit Layanan Pengadaan sudah memadai untuk
mengoperasikan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Menurut kami, siaf pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa. Terutama pokja dan admin atau operator. Apalagi

proyek yang dikerjakan lebih dani 500-an paket sehingga baik kualitas
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maupun kuantitas staf sangat penting. Untuk pokja ada beberapa pokja
yang memang sudah sangat mumpuni dalam hal pengetahuan dan
profesional. Namun ada juga beberapa pokja yang kalau kita bertanya
terlihat tidak cukup memahami suatu pekerjaan. Untuk admin di LPSE
mungkin lebih dar satu. Selama ini sepertinya hanya bergantung pada
satu orang saja. Kenapa demikian, karena yang kami jumpai setiap

berurusan di LPSE selalu pak Tomi.”

17. Bagaimanakah caranya penyedia/rekanan mengetahui adanya lelang
pengadaan barang/jasa?
18. Apakah informasi pengadaan barang/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh penyedia/rekanan?

“Informasi lelang dapat kami ketahui dari aplikasi SPSE. Nama paket,
nilai paket dan intansi yang mempunyai pekerjaan dan juga jadwal lelang.
Sebagai penyedia jika berminat kami tentu melakukan proses sesuai
jadwal. Dari pemasukan penawaran dam proses lainnya sesua ijadwal

yang telah ditetapkan.”

19. Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procurement?

20. Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?

21. Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?

22. Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masth kurang memadai?

“Fasilitas yang ada di ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro
Pengadaan Barang/Jasa kami rasa masih kurang memadai. Contohnya
ruang tempat pembuktian sangat kecil sehingga bia ada pembuktian
berbarengan dengan penyedia yang lain kurang nyaman. Karena ruang
vang terbatas, terbatasnya jumlah meja kursi untuk tamu khusunya bagi
penyedia/rekanan vang sedang mengurus administrasi, dan ruangan

terasa panas karena AC kurang dingin sehingga terasa gerah. Kuranguyva
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atau berkomunikasi dengan pejabat struktural pada Biro. Karena kami
memang hanya berada dalam ranah itu. Dengan pokja terkait tahapan
lelang, dengan admin LPSE terkait dengan account /user atau hal-hal

teknis aplikasi.”

V. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Menurut saya yang berperan penting dalam proses lelang adalah pokja.
Sehingga SDM Pokja harus yang benar-benar profesional dan pokja punya

integritas. Tidak mudah diintervensi dan adil.”

VI. Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Salah satu penghambat proses e-Procurement adalah masih adanya
intervensi dari pihak internal terhadap pokja. Misalnya dengan persyaratan
dalam dokumen lelang yang berlebihan, sehingga hanya segelintir penyedia
yang siap sampal batas wakru pemasukan penawaran. Sebagaimana salah satu
prinsip pengadaan adalah adil. Artinva pokja harus bersikap netral dan tidak
memiliki kepentingan apapun selama proses lelang. Pokja wajib memiliki

integritas dalam bekerja.”
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Lampiran VI : Kuisioner

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN
WAWANCARA

44265

DATA SUBYEK PENELITIAN: PELANGGAN INTERNAL (SOPD)

a.

b.

C.

d.

Nama :

Jenis Kelamin

Jabatan

Instansi

I. Komunikasi

1.

Bagaimanakah metode komunikasi yang dilakukan pada implementasi
e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah pada penerapan e-Procurement dalam proses
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?
Berapa kali dilakukan sosialisasi ke SOPD berkaitan dengan
implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

Dimanakah dilakukan sesialisasi tersebut?

Saluran/media apa saja yang digunakan untuk melakukan komunikasi
pada sosialisasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan

barang/jasa di Pemcrintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Metode komunikasi dalam implementasi kebijakan e-Procurement
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah
dengan menggunakan imedia teknologi informasi (TI) yang digunakan
untuk sosialisasi ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang

biasanya dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam satu tahun berteinpat
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di aula BPSDM, hotel atau fasilitas milik pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah”.

6. Bagaimanakah kejelasan informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

7. Apakah ada media informasi yang berkaitan dengan standar operasi
prosedur (SOP) e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

8. Pernahkah terjadi misskomunikasi penggunaan e-Procurement dalam
proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah?

9. Bagaimanakah bentuk/jenis misskomunikasi tersebut?

10. Apa yang menyebabkan terjadinya miss komunikasi tersebut?

“Adanya media informast berupa aplikasi SIAP BAJASA yang bisa
diakses oleh SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
dirasa sangat membantu untuk mempermudah kami dalam proses
pengaiuan permintaan lelang. SOPD tidak perlu lagi mengantar berkas ke
ULP, tetapt sudah cukup dengan mengirimkan berkas-berkas atau
dokumen yeng diperlukan melalui aplikasi SIAP BAJASA dari kantor
masing-masing. Begitu juga ketika proses lelang sudah beralan, kami
dapat melihat jadwal sctiap tahap lelang di aplikasi SPSE, meskipun
scoelum ditetapkan pemenang oleh pokja informasi pada aplikasi SPSE
memang terbatas. Artinya kami tidak tahu berapa banvak penawaran
maupun isi penawaran kepada paket vang dilelangkan. Tetapi kami dapat

melihat jadwal pada setiap tahapan dalam proses lelang dimaksud”.

11. Bagaimanakah konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah?
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12. Bagaimanakah konsistensi informasi yang diberikan oleh Unit Layanan
Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah?

13. Pernahkah terjadi inkonsistensi informasi yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah?

14. Bagaimanakah bentuk dari inkonsistensi informasi tersebut?

“Menurut saya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan
Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup intens dan
konsisten untuk menginformasikan setiap hal baru termasuk perubahan
sistem pengadaan dari sistem manual ke sistem elektrontk melalui
e-Procurement. Salah satu bentuk konsistensi informasi adalah sosialisasi
aplikasi, baik aplikasi SIAP BAJASA maupun aplikasi SPSE kepada
pemangku kepentingan diantaranya SOPD Provinsi Kalimantan Tengah

dan penyedia/rekanan”

II. Sumber Daya

15. Apakah informasi pengadaan barang/jasa menggunakan e-Procurement

mudah didapatkan oleh SOPD ?

“Sumber 1nformasi dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah
menggunakan sistem informasi online. Dengan demikian semua peserta

lelang yang harus dapat:-mengakses website SPSE LKPP dengan cara
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mendaftar ke admin sehingga mendapatkan user id yang digunakan untuk

mengakses ke situs LPSE guna mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah™

16. Fasilitas (sarana dan prasarana) apa saja yang diperlukan pada
implementasi implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Provinst Kalimantan Tengah?

17. Bagaimanakah ketersediaan fasilitas e-Procuremeit?
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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18. Bagaimanakah kualitas fasilitas e-Procurement?
19. Bagaimanakah kuantitas fasilitas e-Procurement?
20. Apakah fasilitas selama ini sudah memadai? Bila belum fasilitas apa saja

yang masih kurang memadai?

“Fasilitas sarana dan prasarana tentunya sangat mendukung implementasi
kebijakan e-Procurement. Karena sifatnya pelayanan, ruang kantor Biro
Pengadaan Barang/Jasa saat ini memang harus dibenahi. Unit Layanan
pengadaan yang terletak di lantai 3 dirasa cukup membuat kelelahan pada
saat orang ingin berurusan. Idealnya ada tempat yang cukup mudah untuk
dikunjung. Apalagi pada saat tahapan pembuktian, penyedia yang
diundang apabila membawa dokumen cukup banyak, tentu kerepotan dan

kelelahan untuk mencapai lantai 3.”

I11. Disposisi
21. Bagaimanakah pemahaman SOPD terhadap pelaksana kegiatan terhadap

iinplementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah?

“Selaku bagian dari pclaksana kebijakan e-Procurement dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah, sangat imemahami apa yang menjadi
tugas kami sesuai dengan tupoksi. Kami diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA ) sebagai Pejabat
Pengadaan yang memiliki tugas melaksanakan pekerjaan pemilihan
langsung untuk paket pekerjaan yang tidak dilelangkan. Tetap: kami juga
memiliki tugas membantu KPA dalam membuat Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mempersiapkan
administrasi untuk paket pekerjaan yang akan dilelangkan melalui Unit

Layanan Pengadaan (ULP)”
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IV. Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Implementasi Kebijakan

e-Procurement

“Kesuksesan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan e-Procurement dalam
pengadaan barang/jasa tidak lepas dari adanya dukungan personil yang
memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu adanya sarana
dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung implementasi e-
procurement. Faktor kepemimpinan baik kepemimpinan Biro Pengadaan

Barang/Jasa maupun kepemimpinan Kelompok Kerja (POKJA).”

V Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Implementasi Kebijakan
e-Procurement
“Selama pelaksanaan kebijakan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa
beberapa faktor penghambat yang ditemukan adalah kurangnya informasi
yang diterima oleh SOPD terkait dalam penerapan peraturan pengadaan
barang / jasa yang baru dan masih diterapkannya mindset bahwa pengadaan
barang dan jasa tetap bisa “diatur” Kurangnya informasi yang diterima oleh
penyedia / rekanan dalam penerapan peraturan pengadaan barang / jasa yang
baru yang menyebabkan misskomunikasi dan beiakhir dengan sanggah,
sanggah banding dan aduan yang berdampak pada proses pengadaan barang /

jasa dan pelaksanaan pekerjaan”
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